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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI 

 

Kegiatan : SERTIFIKASI 

Auditee : PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) 

Ruang Lingkup Sertifikasi  : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya 

g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Bid. Sosial / Ketua Tim Audit) 

2. Ir Jaenudin Trisna Setiana (Auditor PHPL Bid. Prasyarat); 

3. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor PHPL Bid. Produksi); dan 

4. Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si (Auditor PHPL Bid. Ekologi). 

5. M. Ngizudin S.Hut (Auditor VLK Hutan) 

h. Tim Pengambil 

Keputusan 

: 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) 

b. Alamat Kantor  : Komplek Perkantoran Duta Merlin, Blok A No. 46-49  

Jl Gajah Mada No. 3–5 Jakarta 10130 

c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 

d. SK IUPHHK-HT : No. SK.722/Kpts-II/1996 Tanggal 11 September 1996 Addendum   

SK No. 349/Menhut-II/2008 Tanggal 22 September 2008 

e. Luas Areal IUPHHK-HT : 25.400 Hektar 

f. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 

g. Email : forestry_mlt@yahoo.com  

h. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama  :   Tio Eddy Hariyanto 

- Komisaris   :   - Paulus Moleonoto 

                                            - Axton Salim 

- Presiden Direktur  :   Drs. Soenardi Winarto 

- Direktur   :   Agustinus Dermawan 

                                            Benny Tjoeng 

                                            Phiong. Philipus Darma 

                                            Drs. Sutardi 

i. Management Representatif : Ir. Eko Romdhani 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
mailto:forestry_mlt@yahoo.com


 
 

Halaman 2 dari 57 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PHPL 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

24 April 2019 

Dilakukan kepada : 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Ibu Hj. Kasmiyati jabatan 

Kasie PTH. 

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Antonci Leo jabatan Kasi P3HP. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Perjalanan Kedatangan 24 April 2019 Samarinda – Kutai Timur (melalui darat) 

Konsultasi Publik Gedung BPU Desa 

Batu Lepoq  

Kec. Karangan 

Kab. Kutai Timur 

25 April 2019 

Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal  

25 April 2019 bertempat di Gedung BPU Kec. 

Karangan Kab. Kutai Timur. 

Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar 

Hadir. 

 

 

 

 

Pertemuan Pembukaan 

 

 

 

 

Kantor PT  

Sumalindo Alam 

Lestari (Unit II) 

Base Camp Muara 

Karangan  

25 April 2019 

 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 

dan  standar acuan penilaian yang 

digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan 

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Kantor dan Areal 

IUPHHK-HT  

PT Sumalindo Alam 

Lestari (Unit II) 

25 - 28 April 2019 

Melakukan pengumpulan data melalui 

tinjauan dokumen, wawancara dan 

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap 

data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 

(lima) tahun terakhir serta menganalisa 

kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : 

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 

Hutan.  
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Pertemuan Penutupan Kantor  

PT  Sumalindo 

Alam Lestari (Unit 

II) Base Camp 

Muara Karangan  

28 April 2019 

 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan 

audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan 

temuan ketidaksesuaian.  

 

Terhadap temuan ketidaksesuaian 

diterbitkan LKS. 

 

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan 

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Perjalanan  Kepulangan 29 April 2019 Kutai Timur – Samarinda (melalui darat) 

 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

 

Samarinda, 

30 April 2019 

Dilakukan kepada : 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Ibu Hj. Kasmiyati jabatan 

Kasie PTH. 

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Antonci Leo jabatan Kasi P3HP 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Pengambilan Keputusan 

Sertifikasi 

Samarinda, 

17 Mei 2019 

a. PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) 

dinyatakan LULUS penilaian kinerja 

pengelolaan hutan produksi lestari pada 

IUPHHK-HT sesuai Peraturan Direktur 

Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 

2016. 

b. Kepda PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 

II) diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (S-PHPL) dengan masa 

berlaku salama 5 (lima) tahun.  
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4. RESUME HASIL  AUDIT  SERTIFIKASI PHPL 

 

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.1 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas 

(PP,  SK IUPHHK-HT, Buku 

TBT, Peta TBT) 

(CD) 

3 Baik Dokumen legal seperti akte pendirian perusahaan dan 

perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, SKT, SPPKP, SK 

IUPHHK-HT, serta dokumen administrasi tata batas 

mulai dari pedoman tata batas, instruksi tata batas, 

surat tugas, dan laporan tata batas PT Sumalindo 

Alam Lestari (Unit II) tersedia lengkap sesuai dengan 

tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah 

dilakukan. 

2. 1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

(D) 

2 Sedang Berdasarkan draft laporan akhir hasil pelaksanaan 

penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo 

Alam Lestari Unit II, panjang batas areal kerja IUPHHK-

HTI PT Sumalindo Alam Lestari Unit II seluruhnya 

adalah 101,055 km, yang terdiri dari 78,177 km yang 

merupakan batas sendiri dan batas persekutuan yang 

pelaksanaannya menjadi kewajiban PT Sumalindo 

Alam Lestari Unit II dan 22,878 km yang merupakan 

Batas Fungsi Kawasan Hutan Lindung (5,082 km) dan 

Batas Luar Kawasan Hutan (17,796 km) yang 

pelaksanaannya menjadi kewajiban BPKH.   

Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan yang 

pelaksanaannya menjadi kewajiban PT Sumalindo 

Alam Lestari Unit II telah direalisasikan seluruhnya 

yaitu sepanjang 77,634 km. Batas fungsi kawasan 

Hutan Lindung Batu Lembu sepanjang 5,082 km yang 

sudah dilaksanakan penataan batas oleh BPKH akan 

diselesaikan melalui mekanisme penggantian biaya, 

sedangkan batas luar kawasan hutan (menyusuri S. 

Karangan) sepanjang 17,796 km masih menunggu 

proses penyelesaian pelaksanaan tata batasnya oleh 

BPKH.     

3. 1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

(CD) 

2 Sedang Berdasarkan penelaahan dokumen dan observasi 

lapangan, di dalam areal IUPHHK-HT PT SAL II masih 

terdapat konflik lahan/batas berupa penguasaan lahan 

oleh masyarakat yang menurut pengakuan mereka 

sudah berada di lokasi tersebut sejak sebelum 

IUPHHK-HT PT SAL II terbit. Auditee telah berupaya 

menyelesaikan konflik lahan/batas tersebut antara lain 

dengan melaksanakan penataan batas areal konsesi 

dan pembuatan batas parisipatif dengan masyarakat, 

melakukan identifikasi penguasaan/pemanfaatan 

lahan oleh masyarakat, membuat peta sebaran desa 

di areal IUPHHK-HT PT SAL II serta membentuk 

organisasi dan deskripsi kerja penyelesaian konflik. 

Namun belum terdapat penurunan luas lahan yang 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dikuasai masyarakat. 

4. 1.1.4. 

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi kawasan. 

Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka 

verifier ini menjadi Not 

Aplicable. 

(CD) 

3 Baik Berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan 

Provinsi Kalimantan Timur (lampiran SK Menhut No. 

SK.718/ Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) 

diketahui bahwa areal IUPHHK-HTI PT SAL II 

mengalami perubahan fungsi kawasan, yaitu Hutan 

Produksi (HP)             dari 22.799 Ha menjadi 22.603 

Ha, Hutan Lindung (HL) dari 9 Ha menjadi 105 Ha, 

Areal Penggunaan Lain (APL) dari 1.692 Ha menjadi 

1.792 Ha. Perubahan fungsi kawasan hutan tersebut 

telah diakomodir dalam RKUPHHK-HTI PT SAL II 

periode 2018 – 2027 yang telah mendapat 

pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dengan SK Nomor : SK. 184/ MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 26 Januari 2018. 

5. 1.1.5. 

Penggunaan kawasan di 

luar sektor kehutanan 

(Apabila tidak ada 

penggunaan kawasan di 

luar sektor Kehutanan maka 

ve-rifier ini menjadi Not 

Aplicable). 

(CD) 

2 Sedang Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi 

lapangan, terdapat bukti upaya PT SAL II untuk 

mendata penggunaan kawasan di luar sector 

kehutanan, tetapi belum melaporkan secara rutin 

kepada instansi yang berwenang. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14/18) X 100 % = 77,78 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 1.2 

Komitmen Pemegang IUPHHK-HT 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

(CD) 

3 Baik PT SAL II memiliki dokumen Visi dan Misi yang 

ditandatangani oleh Direktur Utama, yang dilengkapi 

dengan dokumen komitmen perusahaan lainnya 

seperti dokumen kebijakan dalam PHPL, dokumen 

kebijakan lingkungan, dokumen kebijakan social, 

dokumen kebijakan produksi dan dokumen kebijakan 

kesehatan dan keselamatan kerja. Dokumen tersebut 

sesuai dengan kerangka PHPL karena di dalamnya 

terkandung kelestarian fungsi produksi, kelestarian 

fungsi ekologi, dan kelestarian fungsi social. 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

2 Sedang PT SAL II telah melakukan sosialisasi Visi dan Misi 

Perusahaan kepada karyawan dan kepada masyarakat 

setempat yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara 

Sosialisasi Visi Misi. Namun implementasi di lapangan 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

(CD) menunjukkan lemahnya pemahaman karyawan dan 

pemegang izin serta masyarakat tentang visi misi 

perusahaan, yang antara lain dibuktikan dengan masih 

rendahnya kinerja PHPL perusahaan dan adanya 

perambahan kawasan lindung oleh masyarakat Desa 

Karangan Hilir. 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

(D) 

2 Sedang Hasil penilaian PHPL bidang produksi, bidang ekologi 

dan bidang social, menunjukkan bahwa implementasi 

PHL di PT SAL II belum seluruhnya sesuai dengan visi 

dan misi PHL.   

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (9/12) X 100 % = 75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk 

Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan di lapangan 

pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

(CD) 

3 Baik Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa PT 

SAL II telah memiliki tenaga professional bidang 

kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis 

menengah) pada setiap bidang kegiatan pengelolaan 

hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 

Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 

24 November 2015. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

(D) 

3 Baik Berdasarkan data Pelatihan dan Pengembangan 

Kompetensi Tahun 2015 s/d 2018, diketahui bahwa PT 

SAL II telah merealisasikan pelatihan (internal dan 

eksternal training) 100 %. 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

(D) 

3 Baik PT SAL II dapat menunjukkan dokumen 

ketenagakerjaan sesuai dengan jenis informasi yang 

diperinci di dalam Pasal 8 UU No. 13 tahun 2003, 

bahwa perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar 

informasi ketenagakerjaan yaitu meliputi Tenaga Kerja, 

Kesempatan kerja, Pelatihan termasuk Kompetensi 

Kerja, Produktivitas, Hubungan Industrial, Kondisi 

Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan, 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 
(15/15) X 100 % = 100,00 % 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 
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INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi 

dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HT  

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

(D) 

3 Baik PT SAL II memiliki Struktur Organisasi yang 

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama No. 

045/SAL/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018. Secara 

umum struktur organisasi PT SAL II telah sesuai 

dengan kerangka PHPL yaitu mencakup 

perencanaan hutan, pemanenan hasil hutan, 

pembinaan hutan, kelola lingkungan dan kelola 

social. 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan tenaga 

pelaksana 

(CD) 

3 Baik Perangkat SIM yang dimiliki PT SAL II adalah 

System Application Program in Data Processing 

(SAP), Enterprise Risk Management (ERM), 

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan 

(SIPUHH Online), Sistem Informasi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan Produksi 

(SIPNBP Pemanfaatan Hutan Produksi) dan 

Sistem Pelaporan dan Monitoring Kinerja IUPHHK-

HTI (SEHATI) serta Perangkat Penunjang seperti 

Komputer/Laptop, Hardisk External/Flashdisk, 

printer, Perangkat VSAT/ Jaringan (LAN), Modem 

Internet, Pesawat telepon, Handy Talky (HT), GPS, 

Email, Software pengolah data. 

Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) PT SAL II ditetapkan dengan Keputusan 

Direktur no. 044/SAL/ VII/2019 tanggal 23 Juli 

2018. 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal auditor 

dan efektifitasnya 

(D) 

2 Sedang PT SAL II telah memiliki Tim SPI yang ditetapkan 

dengan SK Direktur Utama serta Deskripsi kerja 

dan SOP, tetapi belum berjalan dengan efektif 

untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. 

Berdasarkan daftar temuan SPI tahun 2018 dan 

tahun 2019, temuan SPI belum mencakup seluruh 

bidang/ tahapan kegiatan. 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

(CD) 

2 Sedang Dari data penyelesaian temuan dan Berita Acara 

penyelesaian temuan tahun 2018 dan 2019 

diketahui bahwa dari sejumlah temuan SPI hanya 

sebagian yang dapat dipenuhi.  Dari 10 temuan 

SPI tahun 2018 hanya 6 temuan yang dapat 

dipenuhi, dan dari 16 temuan SPI tahun 2019 

hanya 8 temuan yang dapat dipenuhi. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 
(15/18) X 100 % = 83.33 % 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 
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INDIKATOR 1.5.  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana penebangan 

melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses 

dan diseminasi isi kandungannya 

(CD) 

3 Baik Kegiatan RKT PT SAL II yang akan mempengaruhi 

kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah 

mendapatkan persetujuan dari masyarakat 

setempat, dibuktikan dengan adanya Berita Acara 

Sosialisasi RKT kepada masyarakat setempat. 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

(D) 

2 Sedang Berdasarkan draft laporan akhir hasil pelaksanaan 

penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT 

Sumalindo Alam Lestari Unit II, panjang batas 

areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam 

Lestari Unit II seluruhnya adalah 101,055 km, yang 

terdiri dari 78,177 km yang merupakan batas 

sendiri dan batas persekutuan yang 

pelaksanaannya menjadi kewajiban PT Sumalindo 

Alam Lestari Unit II dan 22,878 km yang 

merupakan Batas Fungsi Kawasan Hutan Lindung 

(5,082 km) dan Batas Luar Kawasan Hutan 

(17,796 km) yang pelaksanaannya menjadi 

kewajiban BPKH.   

Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan 

yang pelaksanaannya menjadi kewajiban PT 

Sumalindo Alam Lestari Unit II telah direalisasikan 

seluruhnya yaitu sepanjang 77,634 km. Batas 

fungsi kawasan Hutan Lindung Batu Lembu 

sepanjang 5,082 km yang sudah dilaksanakan 

penataan batas oleh BPKH akan diselesaikan 

melalui mekanisme penggantian biaya, 

sedangkan batas luar kawasan hutan (menyusuri 

S. Karangan) sepanjang 17,796 km masih 

menunggu proses penyelesaian pelaksanaan tata 

batasnya oleh BPKH. 

Dalam proses dan pelaksanaan tata batas 

melibatkan para pihak terkait yakni instansi 

pemerintah, masyarakat dan perusahaan lain 

yang arealnya berbatasan dengan areal PT SAL II, 

yang dibuktikan dengan notulen pembahasan 

rencana tata batas, dokumen pengesahan 

pedoman tata batas, instruksi kerja serta surat 

tugas dan Berita Acara Pelaksanaan tata batas. 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

(D) 

3 Baik Terdapat persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan CSR dari para pihak terkait, yang 

dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi  

RKT yang antara lain berisi Sosialisasi CSR dan 

bantuan rencana social.  

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

2 Sedang Sosialisasi Kawasan Lindung telah dilakukan 

kepada seluruh desa yang berada di dalam areal 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

penetapan kawasan lindung 

(CD) 

IUPHHK-HT PT SAL II, tetapi masih terdapat areal 

Kawasan Lindung (Buffer Zone Hutan Lindung) di 

Desa Karangan Hilir yang dirambah oleh 

masyarakat untuk dijadikan Kebun Sawit. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (15/18) X 100 % = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

 

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI 

 

INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.1.1. 

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Panjang 

(management plan) yang 

telah Disetujui oleh Pejabat 

yang Berwenang 

(D) 

6 6 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) pada 

periode audit diverifikasi memiliki 

dokumen Rencana Kerja Jangka Panjang 

(management plan) yang disetujui oleh 

Pejabat yang Berwenang, diantaranya : 

- Revisi RKUPHHK-HTI Pola 

Transmigrasi untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun Periode Tahun 2008-

2017 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 

II) yang telah disahkan oleh Menteri 

Kehutanan RI melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan No. SK.35/VI-

BUHT/2013 tanggal 26 April 2013. 

- RKUPHHK-HTI Pola Transmigrasi 

untuk jangka waktu 10 (sepuluh) 

tahun periode Tahun 2018-2027 PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II) yang 

telah disahkan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

RImelalui Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.184/MenLHK-

PHPL/UHP/PHL.1/1/2018 tanggal 26 

Januari 2018. 

Wawancara dengan Manajemen 

Representatif diketahui bahwa PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tidak 

mendapat peringatan terkait pemenuhan 

RKUPHHK-HTI. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. 2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang 

(D) 

6 4 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah 

melaksanakan implementasi penataan 

areal kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 

pada Blok I yang seharusnya pada Blok III, 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 pada Blok I 

yang seharusnya pada Blok IV, dan 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 pada Blok I 

sesuai RKUPHHK-HTI. 

Implemetansi penataan areal kerja PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II) 

seluruhnya berada pada Blok RKUPHHk-

HTI yang disahkan, meskipun belum 

seluruh lokasinya sesuai dengan rencana 

penataan areal kerja jangka panjang. 

3. 2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak /compartemen kerja 

(CD) 

3 2 Pemeriksaan lapangan terhadap Batas 

Blok dan Petak / compartemen kerja 

diverifikasi  tanda batas blok dan petak 

sebagian terlihat dengan jelas dilapangan, 

berikut kondisi tanda batas dilapangan : 

 Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HTI 

berupa Plang RKTUPHHK-HTI Tahun 

2015, 2016, dan 2018 dapat 

diverifikasi terlihat jelas di lapangan. 

 Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HTI 

berupa Patok Batas RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2015, 2016, dan 2018 dapat 

diverifikasi terlihat jelas di lapangan. 

 Tanda Batas Batas Petak berupa 

Patok Petak  36/31/25/30 dapat 

diverifikasi terlihat jelas di lapangan. 

 Tanda Batas Batas Petak berupa 

Patok Petak  35/35 dapat diverifikasi 

terlihat jelas di lapangan. 

 Tanda Batas Batas Petak berupa 

Patok Petak  10/09/03/04 dapat 

diverifikasi tidak terlihat jelas di 

lapangan. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (12/15 ) x 100% = 80,00% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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INDIKATOR 2.2. 

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu  

pada Setiap Tipe Ekosistem 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.2.1. 

Terdapat Data Potensi 

Tegakan per Tipe Ekosistem 

yang ada (Berbasis IHMB/ 

Survei potensi, ITSP, Risalah 

Hutan) 

(D) 

6 4 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) 

memiliki data potensi tegakan periode 3 

tahun terakhir dengan potensi : 

a. Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 

dengan potensi rata-rata 122,81 

M3/Ha. 

b. Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 

dengan potensi rata-rata 128,45 

M3/Ha. 

c. Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 

dengan potensi rata-rata 128,69 

M3/Ha. 

Diverifikasi bahwa kelengkapan peta 

pendukung potensi tegakan tidak tersedia 

secara lengkap. 

2. 2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

Riap Tegakan 

(CD) 

3 1 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)  

memiliki SOP Permanent Sample Plot 

(PSP) dengan nomor dokumen : SOP-

011.PRO/SAL tanggal 01 April 2018. 

Namun demikian, Pada periode penilaian 

belum dapat diverifikasi keberadaaan 

informasi riap tegakan. 

3. 2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 

Internal/self  JTT Berbasis 

Data Potensi dan Kondisi 

Kemampuan Pertumbuhan 

Tegakan 

(CD) 

3 1 Pada periode penilaian tidak terdapat bukti 

melakukan analisis data potensi tegakan 

dan riap tegakan serta belum didapatkan 

bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan 

Penelitian dan Pengembangan sesuai 

amanat Permenhut No. P.10/Menhut-

II/2006 pada pasal 4. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (6/12 ) 100% = 50,00% 

Nilai Kinerja Indikator BURUK 

 

INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

6 4 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah 

memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan 

sistem silvikultur dan tersedia dengan 

lengkap, terdiri dari : 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Silvikultur  

(D) 

1) SOP Penataan Areal Kerja (PAK) 

2) SOP Risalah Hutan 

3) SOP Pembukaan Wilayan Hutan 

(WPB) 

4) SOP Pengadaan Bibit 

5) SOP Penyiapan Lahan 

6) SOP Penanaman 

7) SOP Pemeliharaan 

8) SOP pemanenan 

9) SOP Perlindungan dan Pengamanan 

Hutan 

Namun demikian, isinya belum sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan atau 

ketentuan teknis berdasarkan Perdirjen 

Bina Produksi Kehutanan No. 

P.9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 

2009 diantaranya pada SOP ITSP 

disebutkan Intensitas ITSP sebesar 1-5 %, 

sedangkan sesuai pedoman teknis 

sebesar 5%. Pada SOP Penyiapan lahan 

belum secara eksplisit mencantumkan 

prinsip penyiapan lahan tanpa bakar. 

2. 2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

6 4 Dapat diverifikasi keberadaan 

implementasi SOP Tahapan Sistem 

Silvikultur, dengan kondisi : 

a. SOP Penataan Areal Kerja (PAK) 

Terdapat implemetasi SOP Penataan 

areal kerja dilapangan berupa 

pemberian batas blok dengan 

penandaan Plang RKT dan 

Penandaan Batas Petak dengan Patok 

dan cat warna merah. Pembuatan 

Patok Blok dan Petak belum sesuai 

spesifikasi pada SOP. 

Ditemukan output SOP peta hasil 

penataan areal kerja skala 1:250.000, 

yang seharusnya skala 1:25.000 

sesuai SOP.  

b. SOP Risalah Hutan  

Implementasi SOP Risalah Hutan telah 

dialaksanakan oleh PT Sumalindo 

Alam Lestari (Unit II), diverifikasi 

dengan adanya Laporan Inventarisasi 

Tegakan Sebelum Penebangan. 

Realisasi ITSP dilaksanakan pada 

Blok I, namun belum dapat diverifikasi 

keberadaan kelengkapan peta 

pendukungnya. 

c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan 

(PWH) 

Implementasi SOP PWH pada PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II) 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

berupa pemeliharaan jalan. 

Pemeliharaan jalan dilakukan dengan 

menggunakan 1 unit motor grader.  

Hal ini dikarenakan aksesibilitas 

seluruh areal telah ada, sehingga 

sudah tidak terdapat pembuatan jalan 

baru. 

d. SOP Pengadaan Bibit 

Implementasi SOP Pengadaan bibit 

yang tertuang dalam SOP Produksi 

Bibit, dilaksanakan pada persemaian 

PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II). 

Saat dilakukan audit dapat diverifikasi 

keberadaan bibit sengon.  

Dilakukan kegiatan perawatan dan 

penyemprotan, serta grading terhadap 

bibit sengon. 

e. SOP Penyiapan Lahan 

Implementasi SOP penyiapan lahan 

dapat diverifikasi di lapangan, 

ditemukan penyiapan lahan dengan 

sistem rumpuk. 

Diverifikasi tidak terdapat tanda-tanda 

penyiapan lahan menggunakan 

sistem bakar. 

f. SOP Penanaman 

Implementasi SOP Penanaman 

diverifikasi telah dilakukan pada 

RKTUPHH-HTI Tahun 2018.  Pada 

tanaman Pokok telah tertanam seluas 

50,4 Ha. Pada alokasi Tanaman 

Kehidupan belum tercipta pola 

agroforestry seperti yang telah 

direncanakan sesuai SOP, 

RKTUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTI. 

g. SOP Pemeliharaan 

Impementasi SOP Pemeliharaan telah 

dilaksanakan dimana pada saat 

pelaksanaan audit lapangan dapat 

diverifikasi kegiatan slash weeding 

dan chamical pada tanaman muda. 

h. SOP Pemanenan 

Implementasi SOP Pemanenan telah 

dilakukan pada tanaman lama dengan 

jenis Gmelina Arborea. 

i. SOP Perlindungan dan Pengamanan 

Hutan 

Implementasi SOP Perlindungan dan 

Pengamanan Hutan dapat diverifikasi 

bahwa PT Sumalindo Alam Lestari 

(Unit II) memiliki Satpam PH sebanyak 

11 Orang. Disamping itu, Terdapat 

Larangan berburu, menebang, dan 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

membakar hutan meskipun jumlahnya 

masih minim. 

3. 2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

(D) 

6 6 Berdasarkan data tegakan sebelum masak 

tebang sesuai dengan pelaksanaan ITSP 

diketahui bahwa potensi tegakan tanaman 

jenis Gmelina arborea telah >120 M3/Ha, 

sesuai dengan : 

 ITSP RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 

dengan potensi rata-rata 122,81 

M3/Ha. 

 ITSP RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 

dengan potensi rata-rata 128,45 

M3/Ha. 

 ITSP RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 

dengan potensi rata-rata 128,69 

M3/Ha. 

4. 2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

(CD) 

3 3 Berdasarkan hasil inventarisasi tegakan 

muda umur 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan dan 

1 Tahun. Diketahui pada jenis 

Paraserianthes falcataria diketahui bahwa 

prosentase hidupnya >90 %. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (17/21) x 100% = 80,95% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan 

(D) 

6 4 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit  II) memiliki 

SOP Reduce Impact Logging dengan judul 

SOP SOP Reduce Impact Logging (Mikro 

Planning) No. Dokumen SOP-016.PRO/SAL 

terbit tanggal 1 April 2018.  

Telah diverifikasi bahwa tersedia SOP 

Reduce Impact Logging namun isinya belum 

dapat memberikan output karateristik 

kondisi setempat. 

2. 2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

(D) 

6 4 Secara umum kegiatan penerapan RIL pada 

PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) belum 

optimal, namun demikian pada PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah 

melaksanakan kegiatan dengan untuk 

penerapan teknologi agar meminimalkan 

dampak terhadap lingkungan berupa 

Penggunaan Software ArcGIS untuk 

kegiatan perencaaan pemanenan pada 

pembuatan peta. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3. 2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

(CD) 

3 3 Berdasarkan Laporan Perhitungan Faktor 

Eksploitasi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 

II) atas kayu produksi Tahun 2015, 2016, 

dan 2018 berdasarkan ITSP dan LHP 

didapatkan angka rata-rata faktor eksploitasi 

sebesar 0,87. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (11/15) x 100% = 73,33% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan 

Pada Areal Kerjanya 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.5.1.  

Keberadaan Dokumen 

Rencana Kerja Jangka Pendek 

(RKT) yang Disusun 

Berdasarkan Rencana Kerja 

Jangka Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai Peraturan 

yang Berlaku (Dinas Prov, self 

approval) 

(CD) 

3 2 Pada periode audit PHPL dapat 

diverifikasi keberadaan RKTUPHHK-HTI 

dengan kondisi sebagai berikut: 

 RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 tidak 

terbit. 

 RKTUPHHK-HTI Tahun 2015  

disahkan dan disetujui oleh Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur melalui Keputusan Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur No. 2686/Kpts/DK-V/2015 

tanggal 29 Mei 2015. 

 RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 

disahkan dan disetujui oleh Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur melalui Keputusan Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur No. 97/Kpts/DK-V/2016 tanggal 

30 Juni 2016. 

 RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 tidak 

terbit. 

 RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 

disahkan dan disetujui oleh Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur melalui Keputusan Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur No. 67/Kpts/DK-II/2018 tanggal 

17 Maret 2018. 

Dengan demikian, terdapat dokumen 

RKTUPHHK-HTI yang disahkan oleh 

pejabat yang berwenang sebanyak 60% 

(dari periode penilaian) yang disusun 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

berdasarkan RKU. 

2. 2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek 

dengan Rencana Jangka 

Panjang 

(D) 

6 4 Diverifikasi lampiran peta rencana kerja 

jangka panjang : 

 Peta Revisi RKUPHHK-HTI Periode 

Tahun 2008-2017 skala 1:50.000 

menggambarkan areal yang boleh 

ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan, 

terdapat penggambaran areal yang 

ditetapkan sebagai Kawasan Lindung 

diantaranya Buffer Zone Hutan 

Lindung, Cagar Budaya, Resapan 

Air, Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, 

dan Gunung Batu. 

 Peta RKUPHHK-HTI Periode Tahun 

2018-2027 skala 1:50.000 

menggambarkan areal yang boleh 

ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan, 

terdapat penggambaran areal yang 

ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung. Namun pada Legenda Peta 

belum  termuat keterangan Buffer 

Zone Hutan Lindung, Cagar Budaya, 

Resapan Air, Sempadan Sungai, 

KPPN, KPSL, dan Gunung Batu. 

Diverifikasi lampiran peta rencana kerja 

jangka pendek : 

 Terdapat Peta RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2015 skala 1:50.000 yang 

telah menggambarkan areal yang 

boleh ditebang/ dipanen/ 

dimanfaatkan. Terdapat 

Penggambaran areal yang 

ditetapkan sebagai Kawasan Lindung 

berupa Buffer Zone Hutan Lindung, 

Cagar Budaya, Resapan Air, 

Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, dan 

Gunung Batu beserta legenda 

petanya. 

 Terdapat Peta RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2016 skala 1:50.000 yang 

telah menggambarkan areal yang 

boleh ditebang/ dipanen/ 

dimanfaatkan. Terdapat 

Penggambaran areal yang 

ditetapkan sebagai Kawasan Lindung 

berupa Buffer Zone Hutan Lindung, 

Cagar Budaya, Resapan Air, 

Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, dan 

Gunung Batu beserta legenda 

petanya. 

 Terdapat Peta RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2018 skala 1:50.000 yang 

telah menggambarkan areal yang 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

boleh ditebang/ dipanen/ 

dimanfaatkan. Terdapat 

Penggambaran areal yang 

ditetapkan sebagai Kawasan Lindung 

berupa Buffer Zone Hutan Lindung, 

Cagar Budaya, Resapan Air, 

Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, dan 

Gunung Batu beserta legenda 

petanya. 

Berdasarkan telaah diketahuibahwa : 

 Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 

belum tergambar Basecamp dan 

TPK Hutan. 

 Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 

penggambaran KPSL dan KPPN  

sama, sedangkan berdasarkan  

RKUPHHK-HTI terinci berbeda. 

3. 2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja 

Berupa Penandaan Batas Blok 

Tebangan / Dipanen / 

Dimanfaatkan / Ditanam / 

Dipelihara beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ 

buffer zone/ pelesta-rian 

plasma 

nutfah/religi/budaya/sarana 

prasarana dan Penelitian & 

Pengembangan) 

(D) 

6 4 Pemeriksaan lapangan terhadap Blok 

Tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2015, 

2016 dan 2018 diverifikasi terdapat 

penandaan batas blok dan petak 

tebangan Tanaman Pokok. Pada Blok 

Tanaman Kehidupan Agroforestry, 

kompartemenisasi tidak sesuai dengan 

peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018. 

Secara sampling dilakukan pemeriksaan 

penandaan Kawasan Lindung pada : 

 KPSL dimana penandaan belum 

sesuai dengan peta, seharusnya 

Gunung Batu. 

 Sempadan Sungai terdapat 

Penandaan Batas berupa cat Biru (//) 

dan Plang Sempadan Sungai sesuai 

Peta, namun belum seluruhnya. 

4. 2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

KelompokJenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

(D) 

6 4 Realisasi volume tebangan total dan per 

kelompok jenis kurang dari 70% dari 

rencana tebangan tahunan pada lokasi 

yang sesuai dengan RKT, dengan rincian 

: 

- Realisasi volume tebangan total 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2014, 2015, 

dan 2018 tidak melebihi target, 

dengan realisasi seanyak 16.390,88 

m3 dari rencana sebanyak 

280.373,90 m3 atau 5,85 % (<70%).  

- Realisasi luas tebangan tanaman 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2014, 2015, 

dan 2018  seluruhnya seluas 128,65 

Hektar dari rencana RKTUPHHK-HTI 

seluas 4.070 Hektar atau teralisasi  

3,16 %, yang berarti lokasi tidak 

melebihi luas yang diizinkan. 
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Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14/21) x 100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 2.6. 

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan 

Memenuhi kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, 

serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

(CD) 

3 1 Dapat diverifikasi keberadaan Laporan 

Keuangan untuk tahun yang berakhir pada : 

- 31 Desember 2018 

- 31 Desember 2017 

- 31 Desember 2016 dan 2015 

- 31 Desember 2014 dan 2013 

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 

Anwar & Rekan. 

Berdasarkan Laporan Keuangan dapat 

dianalisis kondisi kesehatan finansial PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II) : 

 Tahun 2018 : 

- Likuiditas = 188,52 % (>150%) 

- Solvabilitas = 325,13 % (>150%) 

- Rentabilitas = Negatif 

- Opini = Tidak termuat dalam Laporan 

Keuangan. 

 Tahun 2017 : 

- Likuiditas = 141,52 % (100-150%) 

- Solvabilitas = 179,87 % (>150%) 

- Rentabilitas = Negatif 

- Opini = Tidak termuat dalam Laporan 

Keuangan. 

 Tahun 2016 : 

- Likuiditas = 40,85 % (<100) 

- Solvabilitas = 199,36 % (>150%) 

- Rentabilitas = Negatif 

- Opini = Tidak termuat dalam Laporan 

Keuangan. 

 Tahun 2015 : 

- Likuiditas = 28,13 % (<100) 

- Solvabilitas = 258,66 % (>150%) 

- Rentabilitas = Negatif 

- Opini = - 

 Tahun 2014 : 

- Likuiditas = 23,70 % (<100) 

- Solvabilitas = 361,40 % (>150%) 
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- Rentabilitas = Negatif 

- Opini = Wajar 

Diketahui bahwa pada periode penilaian  

masih terdapat rentabilitas negatif dan opini 

tidak termuat dalam laporan keuangan. 

2. 2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan 

yang dibuat sesuai dengan 

Pedoman Pelaporan 

Keuangan Pemanfaaran Hutan 

Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik) 

(CD) 

3 1 Berdasarkan telaah terhadap Dokumen 

Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan 

Tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 didapatkan 

realisasi anggaran sebesar Rp 

5.524.320.000,00 dari rencana sebesar Rp 

89.557.210.000,00 atau terealisasi 6,17 %. 

Tidak didapatkan data rencana dan realisasi 

anggaran pada tahun 2014. 

3. 2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

(CD) 

 

3 1 Berdasarkan telaah terhadap Dokumen 

Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan 

Tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Rata-rata 

perbedaan proporsi realisasi dana pada 

periode penilaian sebesar 89,49 % (>50%). 

Realisasi tertinggi pada kegiatan Pengadaan 

Sarana dan Prasarana serta Perlindungan 

Hutan. Sedangkan realisasi terendah pada 

kegiatan Penelitan dan Pengembangan, hal ini 

dikarenakan tidak terdapat posting anggaran. 

4. 2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

(CD) 

3 2 Berdasarkan wawancara dengan Manajemen 

Representatif bahwa sesungguhnya 

perusahaan amat komit dengan pembiayaan 

pembangunan HTI hal ini dibuktikan dengan 

tidak terdapat tunggakan gaji dan gaji selalu 

dibayarkan tepat pada waktunya.  

Kegiatan teknis kehutanan tidak sesuai dengan 

tata waktunya diakibatkan oleh kurangnya man 

power dan dukungan peralatan yang 

mengalami kerusakan sehingga produksifitas 

menjadi rendah. 

5. 2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

(D) 

6 4 Modal yang ditanamkan (kembali) ke Hutan 

pada HTI dalam bentuk Tanaman. Berdasarkan 

RKUPHHK-HTI Tahun 2018 didapatkan data 

existing tanaman seluas 12.393 Hektar dan 

luas areal efektif setelah dikurangi areal 

pemukiman dan sarana dan prasarana 

didapatkan net area efektif seluas 15.372,62 

Hektar. Dengan demikian, Modal yang 

ditanamkan (kembali) dalam bentuk tanaman 

telah terealiasi sebesar 81% (>80%). 

6. 2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman/ Pembinaan 

Hutan 

3 1 Realisasi kegiatan fisik penanaman Tanaman 

Pokok, Tanaman Kehidupan, dan Tanaman 

Unggulan pada periode penilaian Tahun 2014 

s.d. 2018 terealisasi sebesar 611,71 Hektar dari 
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(CD) Rencana sebesar 7.333,86 Hektar atau 

teralisasi sebesar 8,34 % (<50%). 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (10/21) x 100% = 47,62% 

Nilai Kinerja Indikator BURUK 

 

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI 

 

INDIKATOR 3.1. 

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.1 

Luasan kawasan 

dilindungi 

(D) 

6 4 Luas kawasan dilindungi di areal PT 

SAL II yaitu 7.137 ha (29,13%) dari total 

luas 24.500 ha. Luasan kawasan 

dilindungi tersebut telah dirinci dalam 

beberapa dokumen seperti (a) 

dokumen AMDAL tahun 1995 yang 

telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal 

Dephut No. 182/DJ-VI/AMDAL/95, 

tanggal 7 Aeptember 1995; (b) 

Dokumen RKUPHHK-HTIPT SAL II 

periode tahun 2018 – 2017 (Kepmen 

LH, No SK 184/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/1/2018) ditetapkan di 

Jakarta 26 Jan 2018; dan (c) Surat 

Keputusan Direktur PT SAL II No. 

046/SAL/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018. 

Berdasarkan hasil uji petik lapangan 

pada areal kawasan dilindungi Buffer 

Zone Hutan Lindung (sekitar 1
o

26’01,0 

LU” dan 117
o

38’37,4” BT) dan Hutan 

Lindung (1
o

26’10,5” LU dan 

117
o

38’49,8” BT) terdapat perkebunan 

sawit dan kakao milik masyarakat, 

sehingga tidak sesuai lagi kondisi 

biofisiknya sebagai kawasan dilindungi. 

Selain itu, kawasan dilindungi lainnya 

seperti sempadan sungai, KPPN, KPSL, 

Cagar Budaya, dan Lereng E aman dari 

gangguan masyarakat. 

2. 3.1.2 

Penataan kawasan 

dilindungi (persentase 

6 4 Kawasan dilindungi yang telah ditata di 

lapangan berdasarkan laporan 

pelaksanaan penataan kawasan 
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yang telah ditandai, tanda 

batas dikenali) 

(D) 

dilindungi (Berita Acara, dsb) maka 

persentase kawasan dilindungi yang 

telah ditata yaitu 138.596 km (55,89%) 

dari total 247.967 km. 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan 

maka terdapat bukti hasil penataan 

kawasan dilindungi seperti adanya 

pemasangan papan informasi kawasan 

dilindungi, penandaan jalur rintisan 

batas, polet tanda batas. Penataan di 

lapangan masih terdapat kesalahan 

penempatan batas yaitu pada areal 

KPSL, yang seharusnya pda titik batas 

KPSL tetapi realisasi pada titik hampir di 

tengah KPSL yaitu titik 1
o

20’38,6” LU 

dan 117
o

43’23,1” BT. 

3. 3.1.3 

Kondisi penutupan 

kawasan dilindungi 

(D) 

6 6 - Berdasarkan hasil penafsiran citra 

landsat rekaman tahun 2017, maka 

tutupan kawasan dilindungi yang 

masih berhutan yaitu 5.781,35 ha 

(81%) dan yang tidak berhutan (non-

hutan) yaitu 1.355,65 ha (19%). 

- Hasil observasi lapang maka 

penutupan kawasan lindung 

dominan masih berhutan seperti di 

sempadan sungai, KPSL, KPPN, 

cagar Budaya. Sedangkan tutupan 

yang dominan non hutan yaitu HL 

dan Buffer Zone Hutan Lindung. 

4. 3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan 

dilindungi 

(CD) 

3 2 Hasil analisis terhadap kondisi lapangan 

maka parapihak tersebut yaitu warga 

desa sekitar areal PT SAL II. Warga 

desa ersebut yaitu Desa Batu Lepoq, 

Desa Karangan Hilir, Desa Karangan 

Dalam, dan Desa Mukti Lestari.  

Dari keempat desa tersebut, yang telah 

mengakui keseluruhan jenis kawasan 

dilindungi yang ad di PT SAL II yaitu 

Desa Batu Lepoq. Berdasarkan hal 

tersebut maka pengakuan parapihak 

masih < 50%. 

5. 3.1.5 

Laporan pengelolaan 

kawasan lindung hasil 

tata ruang areal/land 

scaping sesuai RKL/RPL 

6 4 PT SAL II hanya menyediakan sebagian 

laporan pelaksanaan dari rencana yang 

ada. Rencana pengelolaan kawasan 

dilindungi (KL) yang ada tersebut yang 

belum dilakukan di lapangan yaitu 

rehabilitasi bagian areal KL yang tidak 
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(D) berhutan, pengkayaanKL dengan  jenis 

tanaman setempat, serta masih 

kurangnya bukti-bukti penyuluhan 

konservasi kepada masyarakat. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (20/27) x 100% = 74,07% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 3.2. 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis 

gangguan yang ada 

(D) 

6 4 Berdasarkan dokumen perencanaan 

(RKUPHHK-HT PT SAL II) dan kondisi 

lapangan maka jenis gangguan yang 

ada di PT SAL II yaitu 

perambahan/okupasi lahan, 

perladangan berpindah, perkebunan, 

illegal logging, kebakaran hutan, dan 

hama penyakit tanaman. 

PT SAL II telah memiliki prosedur 

perlindungan untuk beberapa jenis 

gangguang yang ada. Prosedur 

tersebut  masih terdapat kekurangan 

terkait isi seperti pada prosedur 

Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

(No. SOP-004.EKO/SAL) yang disahkan 

1 April 2018. Kekurangannya yaitu: 

- SOP tidak menjadwalkan waktu 

patroli secara periodic (rutin atau 

teratur). 

- Tidak ada informasi sarana yang 

digunakan dalam menunjang kegiatan 

perlindungan dan pengamanan 

hutan, serta tidak ada prosedur teknik 

penggunaan dan pemeliharaannya. 

- Tidak ada sampel form laporan 

isian/dokumentasi yang harus diisi 

dan didokumentasikan oleh SDM 

satpam selama melakukan patroli dan 

sebagainya.  

2. 3.2.2 

Sarana prasarana 

6 4 Sarana prasarana perlindungan hutan 

yang dimiliki oleh PT SAL II belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 
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perlindungan gangguan 

hutan 

(D) 

yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK 

No. P.32 tahun 2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan dan dokumen perencanaan 

RKUPHHK-HT PT SAL II. 

3. 3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

(D) 

6 4 PT SAL II telah memiliki SDM 

perlindungan hutan, berupa SDM 

DAMKARHUTLA dan SDM SATPAM 

perlindungan hutan, serta Kleompok 

Masyarakat Peduli Api (MPA). 

SDM tersebut berdasarkan SK Dirut PT 

SAL II No. 045/SAL/VII/2015 tentang 

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI 

IUPHHK-HTI PT SAL II PROV KALTIM 

ditetapkan di Jakarta pada 23 juli 2018 

yaitu menerangkan bahwa SDM 

DAMKARHUTLA di PT SAL II berupa 

struktur organisasi berjumlah 2 orang 

ketua regu dan 28 orang anggota regu 

DAMKARHUT. 

Berdasarkan SK Direktur tentang 

Penetapan Tim Sistem Pengamanan 

Aset Perusahaan (Security) di IUPHHK-

HTI PT SAL II (No. 049/SAL-2/VII/2018) 

tertanggal Juli 2018, maka terdapat 11 

orang security yaitu Moch Yani, Erry 

Yulianto, Amat, Yona, Zainal Arifin, 

Anyani, Rahman, Sapta Satria, Herman 

Sulaiman, Masdi, dan Rinto Badri. 

Dari keseluruhan SDM tersebut yang 

memiliki sertifikat terkait yaitu 1 (satu) 

orang dari 11 (sebelas) orang anggota 

pamhut/security yang telah memiliki 

sertifikat satpam atas nama Bpk Erry 

Yulianto; dan terdapat 1 (satu) orang 

yang telah memiliki sertifikat dalkarhutla 

atas nama Bpk Damu. 

4. 3.2.4 

Implementasi 

perlindungan gangguan 

hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

(D) 

6 4 PT SAL II telah melakukan implementasi 

perlindungan gangguan hutan tetapi 

belum mempertimbangkan seluruh jenis 

gangguan yang ada. 

Impelementasi yang telah dilakukan 

yaitu: 

- Pemadaman kebakaran hutan. 

Impelementasi yang telah dilakukan 

yaitu pemantauan hotspot 

berdasarkan satelit NOA dan upaya 
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pemadamannya jika diindikasikan 

terjadi kebakaran versi citra satelit. 

Upaya pemadaman KARHUTLA 

belum optimal karena masih terdapat 

rencana implementasi yang belum 

direalisasikan seperti penyuluhan 

pada masyarakat 2 kali per tahun. 

- Pencurian kayu dan illegal logging 

telah diimplementasikan tetapi belum 

optimal karena belum dilakukannya 

rencana penyuluhan. 

- Perambahan hutan telah 

dimmplementasikan sebagian 

sehingga belum optimal. Rencana 

yang belum diimplementasikan yaitu 

terkait penyuluhan, pemasangan 

papan larangan menebang pohon 

yang belum proporsional. 

- Hama penyakit terdapat 

implementasi berupa penyemprotan 

dan pemupukan. Terkait hama 

penyakit belum optimal karena 

belum melakukan encana terkait 

analisi gangguan dan uji lab 

terhadap hama penyakit yang ada. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/24) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 3.3. 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air AkibatPemanfaatan Hutan 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah & air 

(D) 

6 4 Berdasarkan dokumen prencanaan 

yang ada maka dampak terhadap tanah 

dan air yang muncul yaitu sedimentasi, 

sampah, limbah B3, pencemaran air 

sungai, kesuburan tanah, kebakaran 

hutan, serta kesadaran masyarakat. 

Prosedur pengelolaan dan pemantauan 

yang belum tersedia yaitu terkait 

prosedur analisis kualitas air sungai dan 

prosedur terkait upaya kesadaran 
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masyarakat terkait konservasi tanah dan 

air. 

2. 3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

(D) 

6 4 PT SAL II  telah memiliki sarana 

pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air tetapi secara 

jumlah dan fungsinya belum seluruhnya 

sesuai dengan dokumen perencanaan. 

Sarana pengelolaan yang telah ada 

yaitu parit/saluran drainase, TPS, 

tempat sampah sementara (tong 

sampah), sarana pengerasan jalan dan 

pembuatan jebakan erosi, sarana 

penanaman areal kosong berupa 

persemaian, oil trap pada lokasi genset 

dan perbengkelan. 

Sarana pemantauan yang telah ada 

yaitu alat ukut debit air, alat ukur erosi 

berupa bak erosi tetapi belum optimal 

karena design bak belum seluruhnay 

sesuai ketentuan, pengukur 

sedimentasi, pengukur curah hujan, 

pengukur tinggi muka air, pemantauan 

kualitas air, pengukur kelembaban 

udara. Yang belum ada yaitu SPAS. 

3. 3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

(D) 

 

6 6 Berdasarkan dokumen tenaga kerja PT 

SAL II maka terdapat personil yang 

memiliki sertifikat yaitu Kartu Ganis 

BINHUT atas nama Bpk Damu (Nomor 

Register 02516-11/BINHUT/XX/2018), 

masa berlaku dari tgl 11 Mei 2018 s.d 

10 mei 2021. 

Berdasarkan Perdirjen PHPL No. 

P.16/PHPL-IPHH/2015 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kewajiban Pengelola 

Hutan dan Pemegang Izin Usaha 

Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin 

Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan 

Tempat Penampungan Terdaftar untuk 

Memilih dan/atau Memperkerjakan 

Tenaga Teknis PHPL, Pasal 3, maka PT 

SAL dengan Luasan 24.500 Ha maka 

cukup memiliki Ganis PHPL BINHUT 

sebanyak 1 (satu) orang. 

 

4. 3.3.4 

Rencana dan 

implementasi pengelolaan 

6 4 PT SAL II telah memiliki dokumen 

perencanaan pengelolaan dampak 

terhadap tanah dan air berupa 
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dampak terhadap tanah 

dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

(D) 

dokumen RKL tahun 1995 dan 

dokumen RKUPHHK-HT tahun 2018. 

Pengelolaan dilakukan secara vegetatif 

dan sipil teknis. Sesuai dokumen 

perencanaan maka pengelolaan yang 

belum dilakukan seperti penyuluhan 

kepada masyarakat terkait pentingnya 

menjaga vegetasi sempadan sungai, 

pelatihan khusus bagi tenaga kerja 

penyemprotan/pemupukan. Sedangkan 

pengelolaan yang baru dilakukan 

sebagian yaitu terkait pengelolaan 

limbah B3 maka PT SAL II masih dalam 

proses pembangunan lokasi 

penyimpanan limbah (gudang), patroli 

pengamanan areal, pembangunan 

perangkap sedimentasi yang baru 

dilakukan pada sebagian tempat. 

Sisanya merupakan pengelolaan yang 

telah dilakukan seperti melestarikan 

vegetasi kiri kanan jalan, metode 

cemplongan dalam penyiangan, 

minimasi jarak tanam awal, penyiapan 

lahan tanpa bakar, pembukaan lahan 

secara bertahap, pemupukan tanaman, 

pemasangan papan himbauan daerah 

resapan air (water point), pemasangan 

papan pencegahan kebakaran  hutan, 

pembentukan Masyarakat Peduli Api 

(MPA), pembuatan jembatan, 

pengerasan jalan, pengelolaan limbah 

bengkel, dan pengelolaan sampah. 

5. 3.3.5 

Rencana dan 

implementasi 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

(D) 

6 4 PT SAL II telah memiliki dokumen 

perencanaan terkait pemantauan 

dmpak terhadap tanah dan air berupa 

dokumen RPL tahun 1995. PT SAL II 

juga telah melakukan upaya 

pemantauan dampak terhadap tanah 

dan air tetapi implementasinya belum 

optimal. 

Pemantauan yang telah dilakukan yaitu 

pengukuran suhu dan kelembaban, 

curah hujan, erosi, sedimentasi, debit 

air, kualitas air sungai, dan pembuatan 

papan himbauan.  

Pemantauan yang belum dilakukan 

yaitu pemantauan limbah (sampah dan 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

B3), tngkat kerusakan akibat tekanan 

penduduk terhadap areal PT SAL II. 

6. 3.3.6 

Dampak terhadap tanah 

dan air 

(D) 

6 4 Terdapat indikasi dampak dan terdapat 

upaya yang dilakukan, yaitu: 

- Adanya sampah yang muncul dari 

sekitar mess maka PT SAL II telah 

melakukan upaya berupa kerjasama 

dengan TPS kecamatan Karangan 

sehingga PT SAL II bisa membuang 

sampah pada TPS tersebut. 

- Terkait ceceran oli maka masih 

terdapat ceceran oli di sekitar 

genset. Upaya yang dilakukan yaitu 

membuat oil trap pada saluran 

pembuangan oli genset. 

- Terdapat potensi pencemaran dari 

adanya aktifitas penyemprotan bibit 

di areal persemaian maka upaya 

untuk meminimalisir dampak bahan 

kimianya dilakukan pembuatan bak 

penampungan 

sementara/pengendapan untuk air 

buangan. 

- Terdapat ceceran BBM pada 

permukaan tanah sekitar pengisian 

BBM. PT SAL II telah melakukan 

upaya meminimalisir ceceran 

tersebut dengan cara membuat 

wadah penampung ceceran BBM 

pada lokasi penyimpanan pipa 

pengisian BBM. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (26/36) x 100% = 72,22% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 3.4. 

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka(endangered), Jarang (rare), 

Terancam Punah (threatened) danEndemik 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna 

6 4 PT SAL II telah memiliki prosedur 

identifikasi tetapi belum mencakup 

kegiatan identifikasi secara 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam 

punah dan endemik 

mengacu pada 

perundangan/ peraturan 

yang berlaku 

(D) 

keseluruahan (mengetahui jenis, 

populasi, dan kondisi habitat).  

Prosedur identifikasi flora yang ada 

yaitu: 

- PT SAL II telah memiliki prosedur 

khusus terkait identifikasi flora 

dilindungi. Prosedur tersebut belum 

mengacu pada peraturan terbaru 

yaitu Permen LHK No. 

P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 

tentang Perubahan Atas Permen LHK 

No. P.20/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/ 

2018 tentang Jenis Tumbuhan dan 

Satwa yang dilindungi 

- Prosedur belum rinci, seperti terkait 

makna indeks Keanekaragaman jenis 

(H’) dan metode identifikasi (buku 

identifikasi dsb). 

Prosedur identifikasi fauna yang ada 

yaitu: 

- PT SAL II telah memiliki prosedur 

khusus terkait identifikasi fauna 

dilindungi. Prosedur tersebut belum 

mengacu pada peraturan terbaru 

yaitu Permen LHK No. 

P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 

tentang Perubahan Atas Permen LHK 

No. P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 

6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan 

Satwa yang dilindungi 

- Prosedur belum rinci, seperti terkait 

makna indeks Keanekaragaman jenis 

(H’) dan metode identifikasi (buku 

identifikasi dsb). 

2. 3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

(D) 

6 4 Berdasarkan dokumen AMDAL PT SAL 

II maka jenis flora dilindungi terdapat 8 

jenis dan jenis fauna dilindungi terdapat 

22 jenis. 

Hasil identifikasi PT SAL II yaitu 4 jenis 

flora dilindungi dan 39 jenis fauna 

dilindungi. Hasil identifikasi tersebut 

berupa dokumentasi laporan yang tidak 

disertai bukti-bukti foto di lapangan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (8/12) x 100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 



 
 

Halaman 29 dari 57 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

INDIKATOR 3.5. 

       Pengelolaan Flora untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, danbagian yang tidak 

rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang,langka dan 

terancam punah dan endemik 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.5.1 

Ketersedian prosedur 

pengelo-laan flora yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan 

yang berlaku 

(D) 

6 4 PT SAL II telah memiliki prosedur 

pengelolaan flora dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. Prosedur yang ada masih 

bersifat umum yaitu semua jenis flora, 

tidak spesifik berdasarkan jenis-jenis 

flora dilindungi yang ada di areal PT 

SAL II (belum berbasis jenis). 

2. 3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 

dengan 

yangdirencanakan 

(D) 

6 4 PT SAL II telah melakukan implementasi 

sebagian rencana pengelolaan flora 

dilindungi.  

Pengelolaan yang telah dilakukan 

tersebut belum mencapai optimal 

karena intensitasnya masih di bawah 

rencana yang ada. 

Pengelolaan flora yang telah dilakukan 

sebagian tersebut yaitu pemantauan 

kondisi populasi flora dilindungi; 

pembinaan habitat flora dilindungi; 

penyelamatan flora dilindungi melalui 

kegiatan pengembangbiakan, 

pengobatan, pemeliharaan, dan atau 

pemindahan habitat;  pemasangan 

papan informasi/larangan terkait 

kelestarian flora dilindungi; dan 

pembibin jenis flora dilindungi di areal 

persemaian. 

Pengelolaan yang belum dilakukan 

yaitu terkait Melakukan penelitian dan 

pengembangan dasar atau terapan 

terhadap jenis flora dilindungi; dan 

melakukan sosialisasi pada masyarakat 

dan karyawan terkait keberadaan flora 

dilindungi; serta pengelolaan flora 

dilindungi yang berbasis jenis per jenis. 

 

3. 3.5.3 

Kondisi spesies flora 

6 4 Terdapat indikasi gangguan terhadap 

kondisi spesies flora dilindungi seperti 

pada jenis bangeris. Pada areal efektif 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan 

terancam punah dan 

endemik 

(D) 

produksi maka pohon bangeris tersebut 

perlahan akan mati dan tidak terdapat 

anakannya (tidak terjadi regenerasi). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) x 100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

INDIKATOR 3.6. 

Pengelolaan Fauna untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan 

yang berlaku, dan 

tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, 

kegiatan, dan 

pemantauan) 

(D) 

6 4 PT SAL II telah memiliki prosedur 

pengelolaan fauna dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. Prosedur yang ada masih 

bersifat umum yaitu semua jenis fauna, 

tidak spesifik berdasarkan jenis-jenis 

fauna dilindungi yang ada di areal PT 

SAL II. 

Ada pun prosedur yang spesifik yaitu 

baru 2 (dua) prosedur yaitu terkait 

pengelolaan burung enggang [SOP 

Pengelolaan (Burung Enggang) (No. 

SOP-019.EKO/SAL)],  dan pengelolaan 

beruang madu [SOP Pengelolaan 

(Beruang madu) (No. SOP-

020.EKO/SAL)] 

 

2. 3.6.2 

Realisasi pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan 

fauna sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

6 4 PT SAL II telah melakukan sebagian 

rencana pengelolaan fauna, dan ada 

pula yang belum dilaksanakan. 

Pengelolaan yang telah dilaksanakan 

yaitu melakukan tindakan penyelamatan 

fauna dari ancaman kepunahan. 

Pengelolaan yang telah dilakukan 

sebagian yaitu pembinaan habitat dan 

populasi, penanaman pohon pelindung 

dan pakan satwa, sosialisasi 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

keberadaan fauna dilindungi pada 

karyawan dan masyarakat. 

Pengelolaan yang belum dilakukan 

yaitu pembinaan padng rumput sebagai 

pakan satwa; pembuatan fasilitas cover, 

minum, dan pakan satwa; pembebasan 

dari gangguan fauna invasif, 

reintroduksi fauna dilindungi, penelitian 

terkait kelestarian fauna, penggambaran 

sebaran fauna, patroli berkala khusus 

pengelolaan fauna dilindung, dan 

rehabilitasi habitat fauna yang rusak. 

 

3. 3.6.3 

Kondisi species fauna 

dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan 

terancam punah dan 

endemik 

(D) 

6 4 Kondisi spesies fauna: 

Kondisi spesies fauna dilindungi 

mengalami gangguan akibat adanya 

proses produksi. Proses prduksi 

tersebut diantaranya mengubah 

komposisi tegakan hutan alam yang 

heterogen menjadi homogen. 

Perubahan komposisi tersebut akan 

berakibat pada pengurangan jumlah 

jenis satwaliar yang bisa hidup/tinggal 

pada areal PT SAL II. Adapun bagi 

satwa yang masih bisa hidup pada 

kondisi tutupan lahan baru 

(homogeny/HTI) secara periodic akan 

mengalami gangguan yaitu pada masa 

panen/penebangan hasil penanaman 

setelah mencapai daur tertentu. 

Upaya yang dilakukan: 

- Memasang papan larangan berburu 

fauna dilindungi 

- Melakukan alokasi sebagian areal PT 

SAL II sebagai areal yang mendukung 

pelestarian fauna dilindungi (KPSL, 

KPPN, Sempadan sungai, buffer 

zone). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.1. 

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan 

masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat. 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/laporan 

mengenai pola penguasaan 

dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, 

dan rencana pemanfaatan SDH 

oleh pemegang izin 

(D) 

 

6 

 

4 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap 

dokumen yang tersedia, PT SAL II memiliki 

sebagian data dan dokumen terkait pola 

penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat tertuang dalam Peta 

Sebaran Desa dan Ladang di Areal PT SAL II, 

Pemetaan Sebaran Desa di Areal PT SAL II,  

Laporan Suvey Sosial Ekonomi dan Budaya, 

Laporan Identifikasi Pemanfaatan SDA/SDH 

di desa-desa dalam areal IUPHHK-HTI PT 

SAL II dan Laporan Pemanfaatan HHBK PT 

SAL II (Madu dan Gula Aren). Data dan 

dokumen  tersebut belum memberikan 

informasi yang lengkap terkait identifikasi 

pemanfaatan lahan oleh masyarakat serta 

pemanfaatan jenis-jenis HHBK dan sistem 

pengelolaannya. 

Sedangkan untuk rencana pemanfaatan 

SDH oleh PT SAL II dituangkan dalam 

dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2008 

– 2017, RKUPHHK-HT Periode 2018 – 2027, 

RKTUPHHK –HT tahun 2015; 2016 dan 2018 

(tahun 2014 dan 2017 tidak tersedia) dan 

dibidang kelola sosial dituangkan dalam RO 

Kelola Sosial tahun 2015 -2018, namun tidak 

lengkap dan belum dirinci kegiatannya pada 

masing-masing desa binaan.   

2. 4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas /rekon-struksi 

batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

(D) 

 

6 

 

4 

PT SAL II  memiliki mekanisme penataan 

batas /rekonstruksi batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian konflik batas 

kawasan yang dketahui para pihak tertuang 

dalam SOP Tata Batas Partisipatif, SOP 

Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat, 

SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim 

Areal dan SOP Penyelesaian Konflik, akan 

tetapi mekanisme tersebut baru dibuat dan 

disetujui pada tanggal 01 Januari 2018 dan 

sebagian telah diimplementasikan dengan 

Pembuatan Batas Partisipatif dengan Desa 

Batu Lepoq dan Karangan Hilir. 



 
 

Halaman 33 dari 57 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3. 4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan 

SDH 

(D) 

 

6 

 

4 

PT SAL II  memiliki mekanisme terkait 

pengakuan hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH yang 

dituang dalam SOP Social Impact 

Assesment, SOP Pelaksanaan Study Dasar 

Sosial, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar 

Masyarakat, SOP Pelaksanaan FPIC, SOP 

Akses Masyarakat Terhadap Hutan,  dan 

SOP Pemanfaatan HHNK, Infra Struktur 

Perusahaan dan Kawasan Lindung, SOP 

SOP Distribusi Manfaat dan  SOP Pemberian 

Dana Kompensasi, akan tetapi mekanisme 

tersebut baru dibuat dan disetujui pada 

tanggal 01 Januari 2018. 

4. 4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja unit 

manajemen dengan kawasan 

kehidupan masyarakat 

(D) 

 

6 

 

4 

Pada areal PT SAL II banyak ditemukan 

pemanfaat lahan oleh masyarakat sekitar 

berupa Pemukiman, Sarana Prasarana Desa, 

Ladang, Kebun Coklat, Kebun Sawit milik 

masyarakat sekitar, namun baru sebagian 

yang telah dilakukan penataan batas 

partisipatifnya. 

PT SAL II memiliki sebagian bukti – bukti 

terkait luas dan batas kawasan areal 

perusahaan dengan kawasan pemanfaatan 

oleh masyarakat setempat. 

 

5. 4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas areal 

kerja IUPHHK/KPH 

(D) 

 

6 

 

6 

PT SAL II dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya telah mendapat persetujuan 

dan dukungan dari para pihak (dalam hal ini 

pemerintah pusat,  pemerintah daerah dan 

masyarakat sekitar areal) yang dibuktikan 

dengan masih berlangsungnya kegiatan 

operasional Perusahaan dan terdapat Surat 

Pernyataan Dukungan dari 4 desa sekitar 

(yaitu desa Batu Lepoq, Mukti Lestari, 

Karangan Hilir dan Karangan Dalam). 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat 

sekitar masyarakat membenarkan adanya 

dukungan dan kesepakatan terhadap 

kegiatan operasional PT SAL II. 

Pada areal PT SAL II masih terdapat potensi 

konflik terkait pemanfaatan lahan oleh 

masyarakat sekitar, namun konflik tersebut 

masih dapat dikelo dengan baik. 

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 
( 22 /30) x 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator 
SEDANG 
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INDIKATOR 4.2. 

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perun-

dangan yang relevan/berlaku 

(D) 

 

6 

 

4 

PT SAL II memiliki sebagian dokumen  terkait 

tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai 

dengan peraturan perundangan yang 

berlaku/relevan yang dituangkan dalam SK. 

IUPHHK-HT, Revisi RKUPHHK-HTI Pola 

Transmigrasi  PT SAL II Periode Tahun 2008-

2017,   RKUPHHK-HTI Pola Transmigrasi  PT 

SAL II Periode Tahun 2018 -2027, 

RKTUPHHK –HT PT SAL II Tahun 2015 ;  

2016  dan Tahun 2018 (RKT Tahun 2014 dan 

2017 tidak tersedia), RO Kelola Sosial Tahun 

2015 – 2018 dan Realisasi Kegiatan Kelola 

Sosial Tahun 2015-2018, namun tidak 

terdapat laporan Kelola Sosial yang dibuat 

secara periodik dan terdapat beberapa 

Naskah Kesepakatan Kemitraan dengan 

Desa Batu Lepoq dan Karangan Hilir. 

2. 4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

(D) 

 

6 

 

4 

PT. SAL II  memiliki  sebagian mekanisme 

terkait pemenuhan kewajiban sosial  

terhadap masyarakat tertuang dalam SOP 

SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, 

SOP Distribusi Manfaat dan SOP Pemberian 

dana Kompensasi,akan tetapi mekanisme 

yang ada baru dibuat dan disahkan pada 

tanggal 01 Januari 2018 serta belum tersedia 

mekanisme yang mengatur pembuatan 

perjanjian dengan masyarakat padahal 

dalam realisasinya telah dilakukan oleh PT 

SAL II. 

3. 4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH 

(D) 

 

6 

 

4 

Hasil telaahan terhadap Berita Acara kegiatan 

sosialisasi yang telah dilakukan oleh PT SAL 

II terhadap masyarakat sekitar selama 5 

(lima) tahun terakhir (Tahun 2014 – 2018) 

hanya tersedia 3 (tiga) Berita Acara 

Sosialisasi yaitu BA Sosialisasi Tahun 2015, 

2016 dan 2018, sedang bukti sosialisasi 

untuk Tahun 2014 dan 2017 tidak tersedia. 

PT SAL II memiliki sebagian bukti terkait 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan kewajiban 

terhadap masyarakat dalam mengelola 

Sumber Daya Hutan. 

4. 4.2.4. 

Realisasi pemenuhan tanggung 

jawab sosial terhadap 

masyarakat /implementasi hak-

 

6 

 

4 

PT SAL II  memiliki sebagian bukti  terkait 

realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial 

terhadap seluruh masyarakat yang berada di 

sekitar areal tertuang dalam BA Serah Terima 

bantuan dan sumbangan PT SAL II kepada 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat 

dalam pengelolaan SDH 

(D) 

Masyarakat sekitar pada Tahun 2015 – 2018. 

Hasil observasi lapangan dan wawancara 

dengan wakil masyarakat sekitar bahwa 

kegiatan sosial PT SAL II yang berjalan 

adalah berupa Bantuan BBM, Bantuan 

Sembako pada acara Adat/Agama serta 

Bantuan Unit A2B untuk 

pembuatan/pemeliharaan dan penyiapan 

sarana prasarana umum desa serta 

pemanfaatan Kontraktor dan Tenaga Kerja 

Lokal. 

5. 4.2.5. 

Ketersediaan laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

(D) 

 

 6 

 

4 

PT SAL II memiliki sebagian dokumen terkait 

pelaksanaan tanggung jawab sosial 

pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang 

dalam Realisasi Kegiatan Kelola Sosial PT 

SAL II pada Tahun 2015– 2018 ( akan tetapi 

tidak dibuat dalam bentuk laporan), BA Serah 

Terima Bantuan/Sumbangan PT SAL II 

kepada masyarakat Tahun 2015 – 2018 dan 

Pemanfaatan Tenaga kerja dan 

Kontraktor/Borongan dari masyarakat sekitar. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 
(20/30 ) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 4.3. 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH 

(D) 

 

6 

 

4 

Data dan informasi masyarakat yang terlibat, 

tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT 

SAL II : 

No Uraian Keterangan 

A. Data Masyarakat yang terlibat : 

1. Data Tenaga Kerja  Tersedia 3 thn 

2. Data Kontraktor dan 

Tenaga Kerja 

Tersedia 2 

tahun 

3. Data Kelompok 

masyarakat yang 

melakukan kesepakatan 

dengan UM 

Tersedia 

sebagian 

B. Data masyarakat yang tergantung : 

1. Data Pemanfaatan 

HHNK  

 Tersedia 

sebagian 

2. Data Pemanfaatan 

Lahan di areal UM 

Tersedia 

sebagian 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

C. Data masyarakat yang terpengaruh : 

1. Peta Sebaran sekitar 

areal 

Tersedia 

2. Data penerima kegiatan 

kelola sosial/PMDH 

Tersedia 

3. Data kondisi masyarakat 

yang ada sekitar areal 

(dampak sosial akibat 

kegiatan UM) 

Tidak tersedia 

PT SAL II memiliki sebagian data dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh 

oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun tidak 

lengkap. 

2. 4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

(D) 

 

6 

 

4 

PT. SAL II  memiliki  sebagian mekanisme terkait 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat tertuang dalam SOP Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Hutan, SOP Social Impact 

Assesment, SOP Pemanfaatan HHNK dan Infra 

Struktur, SOP Pola Kemitraan, SOP Persiapan 

Sosial Pengembangan Masyarakat dan SOP 

Rekruitmen Tenaga Kerja.  

Akan tetapi mekanisme yang ada baru dibuat 

dan disahkan pada tanggal 01 Januari 2018 dan 

01 Maret 2017, serta belum tersedia mekanisme 

yang mengatur terkait pembuatan perjanjian 

dengan masyarakat padahal dalam realisasinya 

telah dilakukan oleh PT SAL II. 

3. 4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

(CD) 

 

6 

 

4 

Hasil verifikasi terhadap dokumen rencana PT 

SAL II dalam RKUPHHk-HT, RKTUPHHK-HT dan 

RO Kelola Sosial diketahui bahwa PT SAL II 

memiliki dokumen rencana kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat sekitar, namun tidak lengkap dan 

tidak sinkron antara rencana jangka panjang 

dalam RKUPHHK dengan rencana jangka 

pendek yang ada dalam RKTUPHHK maupun 

Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH.  

4. 4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 

sasaran 

(D) 

 

6 

 

4 

Implementasi kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi  PT SAL II terhadap 

masyarakat sekitar meliputi : 

1. Realisasi Kelola Sosial PT SAL II Tahun 

2014 – 2018, rata-rata sebesar 0 % (karean 

kegiaatan semuanya berupa bantuan) 

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, rata-rata 

sebesar 72,37 % 

3. Pemanfaatan Kontraktor Lokal, rata-rata 

sebesar  62,5 % 

4. Realisasi Tanaman Kehidupan Kemitraan 

sebesar 0 % 

Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi PT SAL II terhadap masyarakat 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

sekitar sebesar : 

 (0+72,37+62,5+0)% : 4 = 33,72 % (<50%) 

 

5. 4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para 

pihak 

(D) 

 

6 

 

4 

PT. SAL II memiliki sebagian bukti  

laporan/dokumen  terkait pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak  (Karyawan, 

Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara) 

tertuang dalam Rekap Gaji Karyawan PT SAL II 

Tahun 2016 – 2018, Realisasi Kegiatan Kelola 

Sosial PT SAL II Tahun 2015 – 2018, Rekap 

Pembayaran Kepada Kontraktor dan Upah 

Borongan serta Pembayaran Kewajiban kepada 

Pemerintah seperti PBB, PPh, BPJS, dll., namun 

belum lengkap. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator ( 20 /30 ) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 4.4. 

Keberadaan mekanisme resolusi konflik  

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

(D) 

 

6 

 

6 

PT SAL II  memiliki mekanisme resolusi 

konflik yang lengkap dan jelas serta sesuai 

dengan kondisi yang ada di lapangan 

tertuang dalam SOP Penanganan dan 

Penyelesaian Klaim Areal (No. SOP-

007.SOS/SAL) dan SOP Penyelesaian Konflik 

(No. SOP-008.SOS/SAL) dibuat oleh Tim 

SHE, diperiksa Site Manager dan disetujui 

General Manager. 

 

2. 4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

(D) 

 

6 

 

4 

Hasil telaahan terhadap Peta Sebaran Desa 

dan Ladang di Areal PT SAL II skala 1 : 

150.000 dan Pemetaan Sebaran Wilayah 

Desa di Areal PT SAL II, PT SAL II telah 

melakukan pemetaan terhadap sebagian 

klaim lahan oleh masyarakat sekitar, akan 

tetapi belum melakukan identifikasi terhadap 

seluruh klaim/konflik yang ada di areal 

kerjanya serta belum melakukan monitoring 

progres penyelesaiannya pada masing-

masing kasus yang ada. 

PT SAL II belum memiliki dokumen 

Pemetaan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen 

PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

tentang Pedoman Pemetaan Potensi  dan 

Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK 

dalam Hutan Produksi. 

 

3. 4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh 

para pihak 

(D) 

 

6 

 

4 

PT SAL II memiliki organisasi dan SDM yang  

bertanggungjawab terhadap penanganan 

konflik, akan tetapi masih terdapat 

perangkapan jabatan serta PT SAL II belum 

membuat atau menyusun anggaran dana 

untuk mengelola konflik setiap tahunnya, 

berdasarkan informasi dari Petugas Kelola 

Sosial apabila terjadi konflik di lapangan 

mekanismenya adalah Mandor PMDH dan 

Asissten SHE melakukan pendekatan kepada 

masyarakat untuk menyelesaikan kasus 

tersebut bersama tokoh masyarakat dan 

apabila belum terselesaikan maka Site 

Manager sebagai pimpinan tertinggi di camp 

menyelesaikan konflik tersebut dan apabila 

sudah sepakat baru disampaikan kepada 

pimpinan Perusahaan. 

4. 4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang 

pernah terjadi 

(D) 

 

6 

 

4 

PT SAL II  memiliki sebagian dokumen terkait 

proses penyelesaian konflik yang pernah 

terjadi  dan belum membuat laporan terkait 

proses penyelesaian konflik secara rutin yang 

mengacu Perdirjen PHPL No. 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 

Pedoman Pemetaan Potensi  dan Resolusi 

Konflik pada Pemegang Izin UPHHK. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 
( 18 /24 ) x 100% =  75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator 
SEDANG 

INDIKATOR 4.5. 

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.5.1. 

Adanya hubungan industrial 

(D) 

 

6 

 

4 

PT SAL II telah merealisasikan hubungan 

industrial dengan karyawannya yang 

dibuktikan dengan terpenuhinya sarana 

hubungan industrial yang meliputi 

:Tersedianya Peraturan Perusahaan (PP) PT 

SAL Periode Tahun 2017-2019 yang telah 

disahkan oleh Disnakertrans Kab. Berau 

padahal Lokasi PT SAL II berada di Kab. 

Kutim dan terdapat BA sosialisasi PP pada 

tanggal 19 Desember 2017.  

Terdapat Draf PP PT SAL Periode 2019 - 

2021 yang telah dikirim ke Disnakertrans 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Prov. Kaltim berdasarkan Surat Kepala 

Cabang PT SAL Nomor 01/SAL/IV/2019 

tanggal 22 April 2019 tentang Permohonan 

Pengesahan Peraturan Perusahaan 

(terdapat bukti tanda terima pada tanggal 

23 April 2019 dari Disnakertrans Prov. 

Kaltim)  

Manajemen PT SAL II memberikan 

kebebasan kepada karyawannya untuk 

berserikat dan dibuktikan adanya Surat 

Pernyataan dari Site Manager PT SAL II 

Nomor:009/SAL.II/SP/MKR/VI/ 2015 tanggal 

18 Juni 2015 tentang Kebebasan Berserikat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

karyawan PT SAL II, diperoleh informasi 

bahwa sebagian besar karyawan belum 

mendapatkan sosialisasi PP serta 

Perusahaan telah merealisasikan sebagian 

besar klausul yang terdapat dalam 

Peraturan Perusahaan (PP). 

2. 4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja 

(D) 

 

6 

 

6 

PT SAL II telah memiliki mekanisme terkait 

pengembangan kompetensi karyawannya 

tertuang dalam Peraturan Perusahaan dan 

SOP Program Pelatihan dan 

Pengembangan telah 

mengimplementasikan dalam Rencana dan 

Realisasi Pengembangan Kompetensi 

Karyawan Tahun 2015 - 2018 dengan rata-

rata sebesar 102 %. 

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT 

SAL II memiliki 7 orang GANISPHPL terdiri 

dari Kurpet =1, Canhut = 1, Nenhut = 2, 

Binhut = 1 dan PKB-R = 2 (kartu SIM masih 

berlaku) dan telah memenuhiketentuan 

Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015. 

3. 4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya 

(D) 

 

 

6 

 

4 

PT SAL II memiliki sebagian dokumen 

terkait Standart Jenjang karir yang tertuang 

dalam Draf Peraturan Perusahaan (PP) 

Periode 2019 – 2021 PT SAL Bab II Pasal 11 

dan 12 dan SOP Jenjang Karir Rev. 0, 

namun baru sebagian diimplementasikan. 

Hasil  wawancara dengan  Bagian HRD dan 

karyawan PT SAL II diperoleh informasi 

bahwa PT SAL II telah mengimplementa-

sikan  sebagian standar jenjang karir 

kepada karyawannya dan sebagian besar 

karyawan berstatus sebagai SKUH (PKWT), 

Penilaian Kinerja dan Jenjang Karir 

Karyawan belum berjalan sesuai prosedur 

serta masih ditemukan perangkapan tugas 

pada beberapa Jabatan. 

4. 4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

  PT SAL II memiliki dokumen terkait 

tunjangan kesejahteraan karyawan  tertuang 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

(D) 

6 6 dalam Bab III Pasal 13 – 20 dan PT SAL II 

telah mengimplementasikan seluruhnya. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan 

hasil wawancara dengan karyawan PT SAL 

II,  diperoleh informasi bahwa tunjangan 

kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh 

pihak Unit Manajemen PT SAL II sesuai 

klausul-klausul yang tercantum dalam PP, 

dibidang kesehatan PT SAL II memiliki Klinik 

Perusahaan dan di dalam pengadaan 

Tenaga Medisnya bekerjasama dengan 

Puskesmas Kec. Karangan (ada MoU antara 

PT SALI II dengan Puskesmas Kec 

Krangan). 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 
(20 /24 ) x 100% =  83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 

 

HASIL PENILAIAN VLK HUTAN 

 

PRINSIP 1. 

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

 

NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS  

KESESUAIAN/KETIDAKSESUAIAN 
Kode Judul 

1. 1.1.1.a Dokumen legal terkait 

perizinan usaha (SK 

IUPHHK) 

M 1. SK awal : Terdapat dokumen SK Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

:722/Kpts-II/1996 tanggal 11 Nopember 1996 

tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan 

Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas 

areal hutan seluas ± 24.500 (Dua puluh 

empat ribu lima ratus) Hektar di Propinsi 

Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada 

PT. Sumalindo Lestari Jaya. SK 

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan 

Djamaludin Suryohadikusumo dan disalin 

sesuai dengan aslinya yang ditandatangani 

oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi YB 

Widodo Sutoyo, SH.MM.NIP.080023934 dan 

distempel. 

Terdapat Lampiran Peta Areal Kerja HPHTI 

Pola Transmigrasi skala 1:50.000 yang 

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan 

Djamaludin Suryohadikusumo dan distempel. 
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2. Perubahan: Terdapat Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

nomor : SK.349/Menhut-II/2008 tanggal 22 

September 2008 tentang Perubahan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

:722/Menhut-II/1996 tentang Pemberian Hak 

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola 

Transmigrasi atas areal  hutan seluas ± 

24.500 (Dua puluh empat ribu lima ratus) 

Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I 

Kalimantan Timur kepada PT. Sumalindo 

Lestari Jaya. Perubahan yang dibuat antara 

lain menyangkut Badan Hukum PT 

Sumalindo Lestari Jaya menjadi PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II). 

SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan 

H.M.S. Kaban dan disalin sesuai dengan 

aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro 

Hukum dan Organisasi Suparno, SH. 

NIP.0800684724 dan distempel. 

1. Terdapat dokumen Akte Pendirian 

Perusahaan PT. Sumalindo Alam Lestari 

yang berkedudukan di Jakarta dengan Akte 

Nomor 40 tanggal 18 Oktober 2005. Akte 

Pendirian dibuat  oleh Notaris Benny 

Kristianto, S.H. yang beralamat kantor Jl. 

Belawan No. 8 Jakarta Pusat Telp. 3866602. 

2. Terdapat Dokumen Akte Perubahan terakhir 

atas nama PT Sumalindo Alam Lestari 

dengan Nomor 11 tanggal 1 Nopember 2013 

berupa Pernyataan Keputusan para 

Pemegang saham PT Sumalindo Alam 

Lestari yang telah dibuat dihadapani Notaris 

Herdimansyah Chaidirsyah S.H. yang 

beralamat kantor JL. Pelepah Elok I Blok QA 

2 No.12 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telp. 

021-45847719. 

Dalam akte perubahan ini antara lain 

disebutkan perubahan pemegang saham 

menjadi : 

 PT Mentari Pertiwi Makmur sebanyak 

234.889 lembar saham atau Rp. 

234.889.000.000,- dan  

 PT Salim Ivomas Pratama sebanyak 1 

lembar saham atau Rp. 1.000.000,- 

Perubahan Susunan Dewan Direksi : 

 Direktur Utama : Drs. Soenardi Winarto 
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 Direktur : Tan agustinus Dermawan 

 Direktur : Benny Tjoeng 

 Direktur : Phiong Phillipus Darma 

 Direktur : Drs. Sutardi 

 Komisaris Utama : Tio Eddy Hariyanto 

 Komisaris : Moleonoto 

 Komisaris : Axton Salim 

3. Terdapat dokumen SIUP Besar Nomor 

02365-01/PB/P/1.284.271 tanggal 30 

Desember 2013 atas nama Perusahaan PT. 

Sumalindo Alam Lestari.  Penanggung jawab 

kegiatan Drs. Soenardo Winarto selaku 

Direktur Utama PT Sumalindo Alam Lestari. 

Masa berlaku dokumen sampai dengan 

tanggal 30 Desember 2018 untuk melakukan 

pendaftaran ulang. 

4. Terdapat Dokumen Copy surat Tanda Daftar 

Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Administrasi Jakarta Pusat. Dokumen tanda 

Daftar Perusahaan atas nama PT Sumalindo 

Alam Lestari  Nomor 09.05.1.46.80911 

berlaku sampai dengan tanggal 20 juni 2021. 

5. Terdapat copy kartu NPWP atas nama PT. 

Sumalindo Alam Lestari nomor 02.545.400.0-

029.000 yang diterbitkan oleh kantor KPP 

Pratama Jakarta Gambir Tiga. Ketrangan 

tanggal terdaftar 11 Juni 2013. 

Terdapat Surat keterangan Terdaftar dari 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakrta 

Gambir Tiga Nomor : PEM-

00472/WPJ.06/KP.0303/2013 atas nama PT 

Sumaindo Alam Lestari dengan NPWP  

02.545.400.0-029.000. 

2. 1.1.1.b. Bukti pemenuhan 

kewajiban Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu. (IIUPHHK) 

M PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) terbukti telah 

memiliki dokumen Surat perintah Pembayaran 

atas Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 

Industri (SPP IIUPHHK-HT)  (dalam hal ini atas 

nama PT Sumalindo Lestari Jaya) Atas Areal 

seluas ± 24.500 di Provinsi Kalimantan Timur. 

Dokumen SPP IIUPHHK-HT diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor: 

1623/IV-PPHH/96 tanggal 6 Juni 1996. Jumlah 

tagihan Rp.31.850.000,- 

Terdapat dokumen bukti setor IHPH berupa Nota 

Kredit dari Bank Universal via Bank Indonesia 

Pusat yang ditujukan kepada Bendaharawan 

Umum Negara Sub Rek IHPH dan IHH Nomor 
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508.000.014 Tanggal 17 Juni 1996 sejumlah Rp. 

31.850.000,-.   

3. 1.1.1.c. Penggunaan kawasan 

yang sah di luar kegiatan 

IUPHHK (jika ada) 

N/A Tidak terdapat Izin Lain yang sah dalam areal 

izin (IPPKH, Penggunaan Jalan dll) 

Berdasarkan informasi PIC Pendamping VLK 

Bapak Aris Wirawan, dijelaskan bahwa didalam 

areal kerja PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) 

tidak terdapat aktifitas Ijin lain yang sah diluar 

kegiatan IUPHHK-HT. 

 

PRINSIP 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

 

NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS  

KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN 
Kode Judul 

1. 2.1.1.a Dokumen 

RKUPHHK/RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/ RTT 

beserta lampirannya yang 

telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, 

meliputi :   

 Dokumen 

RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang 

disusun berdasar-kan 

IHMB/risalah hutan  

dan dilaksanakan oleh 

Ganis PHPL Timber 

Cruising dan/atau 

Canhut. 

 Dokumen RKT/RTT 

yang disusun 

berdasarkan 

RKU/RPKH dan 

disahkan oleh pejabat 

yang berwenang atau  

yang disahkan secara 

self approval  

 Peta rencana penataan 

areal kerja yang dibuat 

oleh Ganis PHPL 

Canhut. 

M 
1. Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 

Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Pola 

Transmigrasi Dalam Hutan Tanamam untuk 

Jangka Waktu  10 (sepuluh) Tahun Periode 

Tahun 2018–2027 atas nama PT. Sumalindo 

Alam Lestari (Unit II) di Provinsi Kalimantan 

Timur. Dokumen disusun berdasarkan 

Keputusan IUPHHK-HTI Nomor: 722/Kpts-

II/1996 tanggal 11 November 1996 dengan 

Luas 24.500 Ha Addendum Nomor: 

SK.349/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 

2008 dengan luas 24.500 Ha. 

Dokumen ini telah mendapatkan persetujuan 

berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor SK.184/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 26 januari 

2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 

Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 

2018-2027 atas nama PT Sumalindo Alam 

Lestari Unit II di Provinsi Kalimantan Timur.  

Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT. 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II) skala 1 

:50.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh 

Direktur Utama; Soenardi Winarto. Peta  telah 

ditandatangani dan distempel. 

2. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Pola 

Transmigrasi  tahun 2018 yang disahkan 

berdasarkan Surat Keputusan  Kepala Dinas 
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Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui 

surat SK Nomor: 67/Kpts/DK-II/2018 tanggal 

19 Maret 2018 tentang Pengesahan Rencana 

Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT 

UPHHK-HTI) Tahun 2018 a.n. PT Sumalindo 

Alam Lestari (Unit II) di Provinsi Kalimantan 

Timur.   

Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Pola 

Transmigrasi Tahun 2018 skala 1:50.000 yang 

dibuat dan telah ditandatangani oleh Direktur 

PT. Sumalindo Alam Lestari dan disetujui oleh 

Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur; Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP. 

Lampiran peta terdiri atas peta Rencana 

Pemanenan TPn, TPK Hutan dan Peta 

Rencana Penyiapan Lahan dan Penanaman 

Tahun 2018.   

3. Terdapat dokumen Usulan (Draft) RKTUPHHK-

HTI Pola Transmigrasi  tahun 2019 a.n. PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II) di Provinsi 

Kalimantan Timur.  Terdapat Surat Pengantar 

yang ditujukan kepada Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Surat 

Pengantar dibuat dan ditanda tangani oleh 

Pimpinan Cabang PT Sumalindo Alam Lestari; 

Alb. Widodo Subiyakto dengan Nomor : 

04/SAL.II/SMD/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 

perihal Permohonan Pengesahan Usulan RKT-

UPHHK dalam Hutan Tanaman tahun 

2019/2020 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II). 

4. Terdapat 1 (satu) personil yang telah ditunjuk 

sebagai Ganis PHPL CANHUT pada IUPHHK-

HT PT Sumalindo Alam Lestari (unit II) atas 

nama Joko Widodo  NoReg. 01720-

11/CANHUT/XX/2014 yang berlaku Mulai 

tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 

tanggal 12 Desember 2020. 

5. Terdapat dokumen SOP Penataan Areal Kerja 

dan Pembuatan Compartement serta 

Pemasangan Plang Petak dan Plang RKT.  

Dokumen SOP PAK dengan Nomor : SOP-

001.PRO/SAL. 

2. 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti  

implementasinya di 

M Terdapat Dokumen Surat Keputusan Direksi PT 

Sumalindo Alam Lestari (unit II) Nomor. 

046/SAL/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Tentang 

Penetapan Kawasan Lindung di Areal Kerja PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II).  
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lapangan Dalam SK tersebut ditetapkan keberadaan 

kawasan lindung pada PT Sumalindo Alam 

Lestari (Unit II) mempunyai total luas 7.137 

Ha.Dokumen SK penetapan Kawasan Lindung 

ditetapkan dan ditanda tangani oleh Direktur PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II); Sutardi. 

Kawasan Lindung berdasarkan Surat Keputusan 

Direksi PT Sumalindo Alam Lestari (unit II) 

Nomor. 046/SAL/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018: 

a. Bufferzone Hutan Lindung seluas 212 Ha 

dengan lebar 1 Km. 

b. KPPN seluas 3.110 Ha. 

c. KPSL seluas 1.596 Ha. 

d. Sempadan Sungai seluas 1.256 Ha. 

e. Cagar Budaya seluas 64 Ha. 

f. Lereng >40% / gunung batu seluas 794 Ha. 

g. Hutan Lindung seluas 105 Ha. 

Hasil verifikasi lapangan secara sampling dapat 

membuktikan areal tersebut di atas antara lain: 

a. Titik plang nama KPSL Goa Telapak pada titik 

koordinat N. 1
o

 25’ 25,8” dan E. 117
o

 43’ 

48,3”. 

b. Titik plang nama Sempadan Sungai Ampanas 

pada titik koordinat N. 1
o

 25’ 01,9” dan E. 

117
o

 43’ 35,3”. 

3. 2.1.1.c. Penandaan lokasi blok 

tebangan/ blok RKT/petak 

RTT yang jelas di peta dan 

terbukti di lapangan 

M Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Pola 

Transmigrasi Tahun 2018 skala 1:50.000 yang 

dibuat dan telah ditandatangani oleh Direktur PT. 

Sumalindo Alam Lestari dan disetujui oleh Kepala 

Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; Ir. H. 

Wahyu Widhi Heranata, MP. 

Lampiran peta terdiri atas peta Rencana 

Pemanenan TPn, TPK Hutan dan Peta Rencana 

Penyiapan Lahan dan Penanaman Tahun 2018. 

Hasil verifikasi lapangan mendapatkan : 

 Penandaan batas Blok dan petak sementara 

dengan polet 1 (/) menggunakan cat merah 

sepanjang jalur. 

 Setelah dilakukan land clearing batas petak 

diperbaharui mennggunakan papan 

bertuliskan nama petak. 

 Batas Blok dan batas petak menggunakan 

batas alam dan kadang juga menggunakan 

batas buatan. 

 Patok batas petak mennggunakan balok kayu 
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kuat dengan ukuran 10 X 10 cm tinggi sekitar 

100 cm, Cat biru bagian atas dengan tulisan 

nomor petak warna kuning. 

 Verifikasi lapangan secara sample telah 

dilakukan pada titik koordinat N. 1
o

 25’ 01,9” 

dan E. 117
o

 43’ 59,3” pada posisi batas petak 

27, petak 33, petak 28 dan petak 34. 

4. 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu (RKUPHHK) 

(bisa dalam proses) 

dengan lampiran-

lampirannya 

M Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

Industri (RKUPHHK-HTI) Pola Transmigrasi 

Dalam Hutan Tanamam untuk Jangka Waktu  10 

(sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018–2027 atas 

nama PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit II) di 

Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen disusun 

berdasarkan Keputusan IUPHHK-HTI Nomor: 

722/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996 

dengan Luas 24.500 Ha Addendum Nomor: 

SK.349/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 

2008 dengan luas 24.500 Ha. 

Dokumen ini telah mendapatkan persetujuan 

berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor SK.184/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 26 januari 2018 

tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2018-2027 atas 

nama PT Sumalindo Alam Lestari Unit II di 

Provinsi Kalimantan Timur.  

Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT. 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II) skala 1 :50.000 

yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur 

Utama; Soenardi Winarto. Peta  telah 

ditandatangani dan distempel. 

5. 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan 

volume pemanfaatan kayu 

hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang 

diizinkan untuk 

pembangunan hutan 

tanaman industri 

N/A Bahwa berdasarkan data dokumen RKUPHHK-

HT periode 2018-2027 dan RKTUPHHK-HT PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tahun 2018 tidak 

terdapat rencana kegiatan pemanfaatan kayu 

hutan alam pada areal penyiapan lahan yang 

diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman 

industry. 
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PRINSIP 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

 

NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS  

KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN 
Kode Judul 

1. 3.1.1. Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat 

yang berwenang 

M Bahwa PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit II), 

dalam periode 1 (satu) tahun terakhir telah 

menerbitkan Laporan Produksi Kayu Hasil 

Pemanenan (LPKHP) dari Kayu Hutan Tanaman 

(Gmelina Arborea) yaitu sebanyak 2 (dua) set 

dengan jumlah total  15.724,80 Stapel meter 

atau setara dengan volume 9.906,62 m3. dengan volume 9.906,62 m3. 

Sesuai ketentuan, LHP telah dibuat oleh Ganis 

PHPL PKB yang ditunjuk membuat LHP atas 

nama Musyafak. Hasil uji petik menunjukan 

bahwa fisik kayu di lapangan sesuai dengan 

dokumen LHP. Lokasi Petak tempat asal usul 

kayu yang tercantum dalam dokumen dapat 

ditemukan di lapangan. 

Ganis PKB-R yang terdapat pada PT Sumalindo 

Alam Lestari (Unit II) atas nama : 

1) Aris Wirawan No Reg. 00367-11/PKB-

R/XX/2011 yang berlaku Mulai tanggal 02 

September 2017 sampai dengan tanggal 01 

September 2020. 

2) Musyafak No Reg. 01906-13/PKB-R/XX/2016 

yang berlaku Mulai tanggal 18 Maret 2019 

sampai dengan tanggal 17 Maret 2022. 

Terdapat dokumen penetapan petugas/Operator 

SIPUHH OnLine PT Sumalindo Alam Lestari 

(Unit II) berdasar Surat Keputusan Direksi 

Nomor : 047/SAL/VII/2018 tanggal Juli 2018 

tentang Penetapan Operator Sistem Infoemasi 

Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online 

IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) 

Provinsi Kalimantan Timur.  Petugas yang 

ditunjuk atas nama Musyafak. 

Tersedia dokumen LMKB yang telah dibuat 

periode April 2018 s/d Maret 2019. Berdasarkan 

data LMKB diperoleh data angka stok terakhir 

pada PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) pada 

saat dilakukan audit adalah 6.217,14 M3. 
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2. 3.1.2. Surat keterangan sahnya 

hasil hutan dan 

lampirannya dari : 

a) TPK hutan ke TPK 

Antara, 

b) TPK hutan ke industri 

primer dan/atau 

penampung kayu 

terdaftar, 

c) TPK Antara ke industri 

primer hasil hutan 

dan/atau penampung 

kayu terdaftar 

M Terdapat dokumen Surat Keputusan Manager 

PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) Nomor : 

015/SAL/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang 

Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu 

(TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu Hutan 

(TPK Hutan) an.  IUPHHK-HTI PT Sumalindo 

Alam Lestari (Unit II).Sesuai SK terdapat 11 

lokasi TPn dan terdapat satu lokasi TPK Hutan 

(Logpond). 

Tidak terdapat Arsip Dokumen SKSHHK untuk 

kegiatan pengangkutan kayu dari TPn Hutan ke 

TPK Hutan (Antara) karena letak lokasi TPK 

Antara masih berada dalam areal IUPHHK-HT PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II).Pengangkutan 

kayu dari TPn ke TPK Hutan (logpond) 

menggunakan sarana Logging Truk dengan 

disertai dokumen berupa Bon Trip.  Terdapat 

arsip dokumen Bon Trip yang sudah 

dipergunakan. 

Terdapat Arsip Dokumen SKSHHK yang telah 

diterbitkan untuk periode April 2018 s/d Maret 

2019 untuk pengangkutan kayu dari TPK Hutan 

(Logpond) PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) 

ke Industry di Samarinda.Sesuai ketentuan, 

SKSHHK telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB 

yang ditunjuk sebagai penerbit SKSHHK atas 

nama Aris Wirawan. 

Jumlah SKSHHK yang telah diterbitkan 

keseluruhan sebanyak 2 set untuk 

pengangkutan kayu sebanyak 15.699 batang 

dengan volume 4.303,51 M3. 

No 
Nomor 

SKSHHK 

Jml. 

Batang 
Vol. M3 Tujuan 

1 

KB.B.4039550 

Tgl 25 Sept. 

2018 

5.877 1.643,93 

PT Kayu 

Lapis Asli 

Murni 

Sungai 

Kunjang 

Samarinda 

2 

KB.B.4404664 

Tgl. 14 Des. 

2018 

9.822 2.659,58 

PT Kayu 

Lapis Asli 

Murni 

Sungai 

Kunjang 

Samarinda 

 Jumlah : 15.699 4.303,51  
 

3. 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ 

barcode pada kayu dari 

pemegang IUPHHK-HA/ 

IUPHHK-RE/ Pemegang 

M Bahwa PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah 

memiliki SOP Tata Usaha Kayu (TUK) dengan 

Nomor Dokumen No.:SPO-206.F/SAL Rev.0 

tanggal 7 Januari 2015 yang selanjutnya telah 

direvisi (Rev.1) dengan perubahan judul menjadi 
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Hak Pengelolaan bisa 

dilacak balak 

SOP Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (PUHH-

K). 

Terkait dengan penandaan kayu di Lapangan, 

diketahui pada dilokasi TPn bahwa terdapat 

tanda-tanda legalitas pada Kayu Bulat Kecil 

yang berasal dari hutan tanaman. Penandaan 

berupa label warna kuning yang dipasang di 

bagian Tumpukan. Informasi yang tertera antara 

lain Petak, Zone, RKT, Tumpukan, Tinggi, Lebar, 

Panjang serta Volume Tumpukan. 

Pada dokumen LHP terdapat lampiran berupa 

Daftar Tumpukan kayu beserta ukurannya. 

Penelusuran asal petak tebangan dapat dilihat 

pada dokumen LHP.  Sedangkan pada dokumen 

SKSHHK dapat dilacak asal usul kayu 

berdsarakan nomor LHP yang dibuat.  

4. 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan 

secara konsisten oleh 

pemegang izin. 

M Bahwa PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah 

memiliki SOP Tata Usaha Kayu (TUK) dengan 

Nomor Dokumen No.:SPO-206.F/SAL Rev.0 

tanggal 7 Januari 2015 yang selanjutnya telah 

direvisi (Rev.1) dengan perubahan judul menjadi 

SOP Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (PUHH-

K).  

Dengan adanya SOP tersebut PT Sumalindo 

Alam Lestari (Unit II) telah mengatur 

implementasi penandaan kayu dengan barcode 

sehingga dapat diverifikasi bahwa terdapat 

sistem yang dapat digunakan untuk penelusuran 

kayu atau bisa dilacak balak sampai petak 

tebangan. 

Lacak balak kayu dilakukan sampai dengan 

Petak karena lokasi yang ditebang 

menggunakan sistem Tebang Habis dengan 

Permudaan Buatan (THPB). 

…. 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri 

Daftar Hasil Hutan (DHH) 

untuk hutan alam, dan 

arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan 

tanaman 

M Tidak terdapat Arsip Dokumen SKSHHK untuk 

kegiatan pengangkutan kayu dari TPn Hutan ke 

TPK Antara karena letak lokasi TPK Hutan masih 

berada dalam areal IUPHHK-HT PT Sumalindo 

Alam Lestari (Unit II). 

Pengangkutan kayu dari TPn ke TPK Hutan 

(logpond) menggunakan sarana Logging Truk 

dengan disertai dokumen berupa Bon Trip.  

Terdapat arsip dokumen Bon Trip yang sudah 

dipergunakan. 

Terdapat Arsip Dokumen SKSHHK yang telah 

diterbitkan untuk periode April 2018 s/d Maret 

2019 untuk pengangkutan kayu dari TPK Hutan 
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(Logpond) PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) ke 

Industri di Samarinda. 

Sesuai ketentuan, SKSHHK telah dibuat oleh 

Ganis PHPL PKB yang ditunjuk sebagai penerbit 

SKSHHK atas nama Aris Wirawan. 

Jumlah SKSHHK yang telah diterbitkan 

keseluruhan sebanyak 2 set untuk pengangkutan 

kayu sebanyak 15.699 batang dengan volume 

4.303,51 M3. 

 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat 

Perintah Pembayaran) DR 

dan/ atau PSDH telah 

diterbitkan 

M Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran 

atau Kode Billing terhadap tagihan iuran PSDH 

yang merupakan hasil print out dari sisten 

SIMPONI. 

Keseluruhan tagihan pembayaran harus 

dilakukan sejak bulan April 2018 s/d bulan Maret 

2019 untuk LHP Nomor. 001/SAL2/VIII/2018 dan  

LHP Nomor : 002/SAL2/XII/2018 serta denda 

keterlambatan pembayaran untuk LHP Nomor : 

002/SAL2/XII/2018 adalah sebesar Rp. 

62.991.243,-. 

Rincian Tagihan Pembayaran PSDH pada PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II) : 

a. Tagihan Pembayaran PSDH dari Hutan 

Tanaman untuk LHP Nomor. 

001/SAL2/VIII/2018 sebesar Rp.33.434.856,- 

dengan Kode Billing 820180813095714 

b. Tagihan Pembayaran PSDH dari Hutan 

Tanaman untuk LHP Nomor : 

002/SAL2/XII/2018 sebesar Rp. 28.976.850,- 

dengan Kode Billing 820190128851995. 

c. Tagihan denda keterlambatan Pembayaran 

PSDH dari LHP Nomor : 002/SAL2/XII/2018 

sebesar Rp. 579.537,- dengan Kode Billing 

820190201361941. 

 3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau 

PSDH 

M Terdapat bukti setor yang telah dilakukan 

terhadap tagihan iuran PSDH yang telah 

dibayarkan dengan bukti print out dari sisten 

SIMPONI yang dikuatkan dengan adanya Nomor 

Tanda Penerimaan Negara (NTPN). 

Rincian Pembayaran PSDH pada PT Sumalindo 

Alam Lestari (Unit II) : 

a. Pembayaran PSDH dari Hutan Tanaman 

untuk LHP Nomor. 001/SAL2/VIII/2018 

sebesar Rp.33.434.856,- dengan Kode NTPN 

79B273O5A5IRTQ88 
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b. Pembayaran PSDH dari Hutan Tanaman 

untuk LHP Nomor : 002/SAL2/XII/2018 

sebesar Rp. 28.976.850,- dengan Kode NTPN 

795F460LS9T6AM1O. 

c. Pembayaran denda keterlambatan 

Pembayaran PSDH dari LHP Nomor : 

002/SAL2/XII/2018 sebesar Rp. 579.537,- 

dengan Kode NTPN A00FB414VN07MQKP. 

 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan 

PSDH atas hutan alam 

(termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan 

tanaman) dan kesesuaian 

tarif PSDH untuk kayu 

hutan tanaman 

M Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa 

besarnya tagihan tersebut telah sesuai dengan 

tarif yang berlaku. Untuk wilayah Kalimantan 

didasarkan atas :  

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 

2014 tentang jenis dan tarif atas jenis 

penerimaan negara bukan pajak yang 

berlaku pada Kementerian Kehutanan. 

b. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 

tanggal 15 September 2014 tentang 

Penetapan harga patokan hasil hutan untuk 

perhitungan provisi sumber daya hutan, 

ganti rugi tegakan dan penggantian nilai 

tegakan. 

c. Permen LHK Nomor 

P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 

tanggal 19 Desember 2017 tentang 

Penetapan harga patokan hasil hutan untuk 

perhitungan provisi sumber daya hutan dan 

ganti rugi tegakan.  

 3.3.1. Dokumen PKAPT 
N/A Tidak terdapat lembar dokumen Pengakuan 

Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar 

(PKAPT) atas nama PT Sumalindo Alam Lestari 

(Unit II) karena sampai saat audit pengiriman 

kayu hanya dilakukan dalam satu pulau saja 

yaitu Kalimantan. 

 3.3.2. Dokumen yang 

menunjukkan identitas 

kapal 

M Terdapat dokumen yang menunjukkan identitas 

kapal penarik tongkang pada PT Sumalindo 

Alam Lestari (Unit II) yang terdiri atas TB. Atlantic 

Star -88 dengan TK. KCN -1 serta TB. Unitama -

15 yang menarik TK. Unitama -16. Hasil verifikasi 

mendapatkan bahwa seluruh kapal/Tug Boat 

yang dipergunakan berbendera Indonesia. 

 3.4.1. Tanda V-Legal yang 

dibubuhkan sesuai 

ketentuan. 

M PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah lulus 

Sertifikasi VLK dari LVLK PT Ayamaru Sertifikasi 

dengan nomor sertifikat PHPL nomor : 72/A-

SERT-VLK/IV/2016 Tanggal Penerbitan 14 April 

2016 yang berlaku sampai derngan tanggal 13 

April 2019. 
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PRINSIP 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

 

NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS  

KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN 
Kode Judul 

1. 4.1.1. Dokumen 

AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL 

M Terdapat Dokumen AMDAL atas nama PT 

Sumalindo Lestari Jaya yang terdiri dokumen 

Laporan Utama Amdal, dokumen Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen 

AMDAL beserta lampirannya dari ini telah 

mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat 

AMDAL Dephut No.182/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 

07 September 1995. 

Dokumen AMDAL disusun berdasarkan luasan 

24.500 Hektar yang mengacu pada izin prinsip 

Surat Menteri Kehutanan Nomor 480/Menhut-

IV/1994 dan SK HPHTI (Sementara) No. 

643/Kpts-II/1992. 

Terdapat dokumen Surat Persetujuan Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi 

Pusat AMDAL Dephut No.182/DJ-VI/AMDAL/95 

tanggal 07 September 1995. Dokumen RKL dan 

RPL disusun berdasarkan luasan 24.500 Hektar 

yang mengacu pada izin prinsip Surat Menteri 

Kehutanan Nomor 480/Menhut-IV/1994 dan SK 

HPHTI (Sementara) No. 643/Kpts-II/1992. 

2. 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL 
M Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan 

Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan (RPL) atas nama PT Sumalindo 

Lestari Jaya beserta Surat Persetujuan Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi 

Pusat AMDAL Dephut No.182/DJ-VI/AMDAL/95 

tanggal 07 September 1995. 

Terdapat dokumen Surat Persetujuan Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi 

Pusat AMDAL Dephut No.182/DJ-VI/AMDAL/95 

tanggal 07 September 1995. Dokumen RKL dan 

RPL disusun berdasarkan luasan 24.500 Hektar 

yang mengacu pada izin prinsip Surat Menteri 

Kehutanan Nomor 480/Menhut-IV/1994 dan SK 
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HPHTI (Sementara) No. 643/Kpts-II/1992. 

3. 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan 

pengelelolaan dan 

pemantauan dampak 

penting aspek fisik-kimia, 

biologi dan sosial 

M Terdapat dokumen Laporan Kegiatan 

Pengelolaaan dan Pemantauan Lingkungan 

Semester I (Januari – Juni 2018) dan Semester II 

(Juli – Desember 2018) yang disusun oleh PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II). 

Seterusnya Laporan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan pada PT Sumalindo 

Alam Lestari (Unit II) telah disampaikan dan 

dilaporkan kepada instansi terkait, dalam hal ini 

kepada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Kalimantan Timur. Terdapat bukti terima berkas 

dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Terdapat Bukti kegiatan Pemantauan dan 

Pengelolaan dilapangan sesuai dengan 

dokumen RKL dan RPL yang telah dimiliki. 

Beberapa bukti lapangan antara lain : 

Pengelolaan kawasan lindung, sempadan 

sungai maupun bufferzone. Pemantauan 

lingkungan meliputi curah hujan, erosi, tinggi air 

sungai dan sebagainya.  Kelola social meliputi 

peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan 

pendapatan masyarakat. 

 

 

 

PRINSIP 5. 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

 

NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS  

KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN 
Kode Judul 

1. 5.1.1.a. Pedoman / Prosedur K3 M 
Terdapat Struktur Organisasi Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) yang telah ditetapkan 

Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur 

Nomor : 001/SAL.II/SK/MKR/III/2015 tanggal 18 

Maret 2015 tentang Struktur Organisasi 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II).  Surat 

Keputusan ditetapkan Karangan pada tanggal 

18 Maret 2015 oleh an. Direktur; General 

Manager PT Sumalindo Alam Lestari II; Triaji 

Cahyadi. 

Terdapat dokumen Standard Prosedur 



 
 

Halaman 54 dari 57 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

Operasional  (SPO) yang berkaitan dengan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),  yaitu 

Standard Prosedur Operasional (SPO) Pedoman 

Sistem manjemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja.  Dokumen SPO ini merupakan dokumen 

dengan Nomor: SPO-211/SAL Revisi 00 Tanggal 

7 Januari 2015.  Dokumen SPO dibuat oleh Aris 

Wirawan (Askep Forest Protection); diperiksa 

oleh Joko Widodo (Site Manager) dan disetujui 

oleh Triaji Cahyadi (General Manager). 

Uraian Standard Prosedur Operasional  (SPO) 

Pedoman Sistem manjemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut : 

Bab. 1 :  Ruang Lingkup 

Bab. 2 :  Pengertian 

Bab. 3 :  Pedoman Penerapan SMK3 

3.1. Komitmen dan Kebijakan 

3.2. Perencanaan 

3.3. Penerapan 

3.4. Pengukuran dan Evaluasi 

3.5. Tinjauan Ulang dan Peningkatan 

Oleh Pihak Manajemen. 

2. 5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 M 
Terdapat daftar peralatan K3 dalam hal ini Alat 

Pelindung Diri (APD) pada PT Sumalindo Alam 

Lestari (Unit II) periode bulan Februari 2019.  

Dokumen Daftar Alat pelindung Diri (APD) 

periode bulan Februari 2019 dibuat oleh M. Yani 

(Security Head), Diperiksa oleh Aris Wirawan 

(TUK/Legal) serta diketahui oleh Site Manager 

PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II); Joko 

Widodo. 

3. 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M 
PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah 

membuat laporan Catatan Kecelakaan Kerja 

berupa Laporan Bulanan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja.  Dapat diverifikasi laporan 

K3 perbulan April 2018 sampai dengan bulan 

Maret 2019. Berdasrkan hasil verifikasi tidak 

terjadi kecelakaan kerja selama masa periode 

audit satu tahun terakhir. 

Laporan Bulanan Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) 

ditandatangani oleh Site Manager; Joko 

Widodo. 

Adapun upaya dalam menekan terjadinya 

kecelakaan kerja yang disampaikan oleh Bapak 

Masdi, Mandor K3 diantaranya adalah sebagai 
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berikut : 

a. Melaksanakan Morning Breefing yang 

dilakukan setiap pagi hari jam 07.00 sebelum 

mulai bekerja. 

b. Melaksanakan pemasangan rambu rambu 

himbauan keselamatan kerja ditempat tempat 

rawan kecelakaan kerja. 

c. melaksanakan pemasangan rambu-rambu 

lalu lintas di jalan utama,  

d. Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta 

peringatan untuk selalu menggunakan APD 

dalam berkerja. 

e. Konsolidasi dengan Komandan Security 

dalam hal menjaga keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3). 

f. Selanjutnya security, dalam hal ini selalu 

menghimbau kepada masyarakat luar yang 

berada di areal perusahaan untuk ikut serta 

menjaga keselamatan dan kesehatan kerja 

dilingkungan masing masing. 

4. 5.2.1. Serikat pekerja atau 

kebijakan perusahaan 

auditee) yang 

membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat 

dalam kegiatan serikat 

pekerja. 

M 
Terdapat dokumen Surat Pernyataan dari 

Manajemen PT. Sumalindo Alam Lestari Unit II 

yang ditandatangani oleh Joko Widodo selaku 

Site Manager pada tanggal 18 Juni 2015 yang 

menyatakan bahwa : 

1. Manajemen PT. Sumalindo Alam Lestari Unit 

II mengizinkan dan tidak akan menghalangi 

setiap pekerja/Karyawan untuk membentuk 

dan menjadi anggota Serikat Pekerja. 

2. Hak dan Kewajiban peserta terkait 

kepesertaannya sebagai anggota maupun 

pengurus dalam Serikat Pekerja diberikan 

sesuai dengan ketentuan perundangan yang 

berlaku. 

5. 5.2.2. Ketersediaan Dokumen 

KKB atau PP 

M 
Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan a/n 

PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II). Peraturan 

Perusahaan tersebut terdiri dari VII Bab dan 33 

Pasal. 

PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah 

menyampaikan Permohonan Pengesahan 

Dokumen Peraturan Perusahaan kepada Kantor 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur. Surat pengantar permohonan 

dengan Nomor 01/SAL/IV/2019 tanggal 22 April 

2019 telah disampaikan kepada Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur.  Surat pengantar 
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permohonan ditandatangani oleh Pimpinan 

Perusahaan; Albertus Widodo, S. (Kepala 

Cabang). Terdapat bukti tanda terima dokumen 

berupa paraf atas nama Ari dan cap stempel 

basah kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tanggal 

23 April 2019. 

6. 5.2.3. Pekerja yang masih di 

bawah umur 

M 
Terdapat Data Karyawan PT Sumalindo Alam 

Lestari (Unit II) Periode bulan April 2019.  

Dokumen dibuat oleh Abdul Khair (Administrasi 

Kantor), diperiksa oleh Dedy Aprianto (Kasie 

Adm) dan disetujui oleh Joko Widodo (Site 

manager). 

Berdasarkan data karyawan, jumlah keseluruhan 

karyawan pada PT Sumalindo alam Lestari Unit 

II sebanyak 71 karyawan dengan rincian 58 

orang karyawan laki laki dan  13 orang karyawan 

perempuan. 

Karyawan termuda atas nama Rifka Damayanti, 

lahir di Bantaeng pada tanggal 4 April 2000 

berdasarkan surat keterangan rekaman e-KTP 

yang bersangkutan KTP NIK.: 64031244040000 

01.  

Selanjutnya Rifka Damayanti masuk bergabung 

dengan PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) 

sejak tanggal 6 Desember 2018 sebagai Staff 

Administrasi Kantor. Berdasarkan data tersebut 

di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

bersangkutan pada saat pelaksanaan audit telah 

berumur 19 tahun 0 bulan serta telah berumur 

18 tahun 8 bulan pada saat mulai bekerja 

sebagai Staff Administrasi Kantor pada PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit II). 

Terdapat Surat Pernyataan No. 008/SAL.II/SK/ 

MKR/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang 

menyatakan bahwa PT Sumalindo Alam Lestari 

(Unit II) Muara Karangan Estate tidak merekrut 

dan/atau melakukan eksploitasi terhadap 

seseorang/individu dengan kategori anak yang 

memiliki usia dibawah 18 tahun untuk 

dipekerjakan sesuai dengan ketentuan UU RI 

No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Surat Pernyataan ditanda tangani oleh Site 

Manager; Joko Widodo. 
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Nll.Al AKHIR KINERJA PHPL PT SUMAUNDO A|-AM LESTAHT (Unir il)

ilh. Itlililrd0r t{ilai fia
,lrdilffitsr

1. 1.1 Sedang 2 3

2. 1.2 Sedang 2 3
3. 1.3 Baik 3 3

4. 1.4 Baik 3 3
5. 1.5 Baik 3 3

6. 2.1 Sedang 2 3

7. 2.2 Buruk 1 3

8. 2.3 Baik 3 3

9. 2.4 Sedang 2 3

10. 2.5 Sedang 2 3

11 2.6 Buruk 1 3

12. 3.1 Sedang 2 3

13. 3.2 Sedang 2 3

14- 3.3 Sedang 2 3

15. 3.4 Sedang 2 3

16. 3.5 Sedang 2 3

17. 3.6 Sedang 2 3

18. 4.1 Sedang 2 3

19. 4.2 Sedang 2 3

20. 4.3 Sedang 2 3

21. 4.4 Sedang 2 3

22. 4.5 Baik 3 3

Jumlah 47 66

NII.AI KINERJA AKHIR 71,21 %
a

SEEAI{G

d'
20 Mei 2019
Trustindo'Prima Karya
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